
4. Pera turan . . .

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang
Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional;

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, perlu menetapkan tata naskah dinas;

b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum
organisasi dan pedoman umum tata naskah dinas
sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional ten tang Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional;

SEKRETARIS JENDERAL DEWANKETAHANANNASIONAL,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERATURANSEKRETARIATJENDERAL DEWANKETAHANANNASIONAL

NOMOR 4 TAHUN2021

TENTANG

TATANASKAHDINAS

SEKRETARIATJENDERAL DEWANKETAHANANNASIONAL

SEKRETARlAT JENDERAL
DEWAN ICETAHANAN NA8IONAL



Pasa15 ...

Pasa14
Pada saat Peraturan Sekretariat J enderal ini mulai berlaku,
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, dieabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasa13
Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tereantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Jenderal ini.

Pasa12
Ruang lingkup Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. jenis, susunan dan bentuk Naskah Dinas;
c. pembuatan Naskah Dinas;
d. pengamanan Naskah Dinas;
e. pejabat penanda tangan Naskah Dinas;
f. pengendalian Naskah Dinas; dan
g. penutup.

Pasal 1
Tata Naskah Dinas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan
naskah dinas di lingkungan Sekretariat J enderal Dewan
Ketahanan Nasional.

MEMUTUSKAN:

PERATURANSEKRETARIATJENDERAL DEWANKETAHANAN
NASIONALTENTANG TATA NASKAH DINAS SEKRETARIAT
JENDERAL DEWANKETAHANANNASIONAL.

4. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional;

5. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di
Lingkungan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan
Nasional;

: 6. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
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Menetapkan



Pasal5
Peraturan Sekretariat Jenderal ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

-3-



7. Laporan ...

b. Surat Undangan

C. Naskah Dinas Khusus

1. Surat Perjanjian

2. Surat Kuasa

3. Berita Acara

4. Surat Keterangan

5. Surat Pengantar

6. Pengumuman

JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAHDINAS

A. Naskah Dinas Arahan

1. Naskah Dinas Pengaturan

a. Peraturan Perundang-undangan

b. Instruksi

c. Surat Edaran

d. Standar Operasional Prosedur Administrasi

Pemerintah

2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat

Tugas)

B. Naskah Dinas Korespondensi

1. Naskah Dinas Korespondensi Internal

a. Nota Dinas

b. Disposisi

c. Surat Undangan Internal

2. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal

a. Surat Dinas

BAB II

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Maksud dan Tujuan

C. Sasaran

D. Asas

E. Ruang Lingkup

F. Pengertian Umum

SISTEMATIKA

TATANASKAHDINAS

LAMPIRAN
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG TATA NASKAH DINAS SEKRETARIAT
JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL



C. Sasaran ...

7. Laporan

8. Memorandum Serah Terima Jabatan

9. Telaahan Staf

10. Notula

PEMBUATANNASKAHDINAS

A. Persyaratan Pembuatan Naskah Dinas

B. Prinsip Pembuatan Naskah Dinas

C. Penggunaan Lambang Negara jLogo Lembaga

D. Penomoran Naskah Dinas

E. Penggunaan Kertas, Amplop dan Tinta

F. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan

G. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan UkuranHuruf, dan Kata Penyambung

H. Penentuan BatasjRuang Tepi

I. Nomor Halaman

J. Tembusan

K. Lampiran

L. Tanda Tangan, Paraf dan Cap Dinas

M. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas

PENGAMANANNASKAHDINAS

A. Penentuan Kategori Klasifikasi Keamanan Naskah Dinas

B. Penentuan Kategori Hak Akses Naskah Dinas

C. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan

Klasifikasi Keamanan dan Akses

1. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan

Akses

2. Pemberian Nomor Seri Pengaman dan Security

Printing

3. Pembuatan dan Nomor Seri Pengaman dan

Percetakan

4. Pengamanan Naskah Dinas Elektronik

PEJABAT PENANDATANGANNASKAHDINAS

A. Kewenangan Penandatangan

B. Penandatanganan

PENGENDALIAN NASKAHDINAS

A. Naskah Dinas Masuk

B. Naskah Dinas Keluar

PENUTUP
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BAB VII

BAB VI

BABV

BABIV

BAB III



C. Sasaran ...

B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud

Tata Naskah Dinas iru dimaksudkan sebagai acuan
penyelenggaraan tata naskah dinas di lingkungan Setjen

Wantannas.

2. Tujuan
Tata Naskah Dinas ini bertujuan menciptakan kelancaran proses

bisnis yang efektif dan efisien serta menjamin terciptanya naskah

dinas yang autentik, utuh dan terpercaya dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi Setjen Wantannas.

A. Latar Belakang

Ketatalaksanaan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional (Setjen Wantannas) merupakan pengaturan cara
melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai bidang kegiatan di
lingkungan Setjen Wantannas. Salah satu komponen penting dalam
ketatalaksanaan Setjen Wantannas adalah penyelenggaraan
administrasi umum yang tertib dan teratur. Ruang lingkup
administrasi umum meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga,
singkatan dan akronim, kearsipan, serta tata ruang perkantoran.

Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi
umum meliputi, antara lain pengaturan tentang jenis, susunan dan

bentuk naskah dinas; penyusunan naskah dinas; pengurusan naskah
dinas korespondensi; pejabat penandatangan naskah dinas;
penggunaan logodalam naskah dinas; serta perubahan, pencabutan,

pembatalan dan ralat naskah dinas.

Keseragaman tata naskah dinas di lingkungan Setjen
Wantannas sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran proses
bisnis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi secara berdaya guna
dan berhasil guna, dengan mengacu ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan tentang tata naskah dinas yang berlaku untuk seluruh

instansi pemerintah telah diatur dalam Peraturan Arsip Nasional

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum
Tata Naskah Dinas.

BABI
PENDAHULUAN
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E. Ruang ...

D. Asas
Tata Naskah Dinas ini disusun berdasarkan asas:

1. Efektifdan Efisien
Penyelenggaraan tata naskah dinas perlu dilakukan secara efektif
dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar

naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan

bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
2. Pembakuan

Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk
yang telah dibakukan.

3. Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan tata naskah dinas dapat dipertanggungjawabkan
dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan
keabsahan.

4. Keterkaitan
Pelaksanaan proses bisnis perlu didukung oleh penyelenggaraan
tata naskah dinas terkait dengan kegiatan Administrasi Umum.

5. Kecepatan dan Ketepatan
Naskah dinas harus dapat diselesaikan secara cepat, tepat waktu,
dan tepat sasaran dalam redaksional, prosedural, dan distribusi.

6. Keamanan
Tata Naskah Dinas harus aman secara fisik dan substansi

informasimulai dari penyusunan, klasifikasi,penyampaian kepada

yang berhak, pemberkasan, kearsipan, dan distribusi.

C. Sasaran
Sasaran penetapan Tata Naskah Dinas adalah:
1. tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan

tata naskah dinas di lingkungan SetjenWantannas;

2. terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan
un sur lainnya dalam lingkup AdministrasiUmum;

3. lancarnya komunikasi kedinasan serta kemudahan dalam
pengendalian;

4. tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah
dinas; dan

5. menghindari terjadinya tumpang tindih, salah tafsir, dan
pemborosan penyelenggaraan tata naskah.

-4-



8. Unit ...

F. Pengertian Umum

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan
bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatangan, dan
pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat dan/ atau diterima oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan.

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai
bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh
Sekretariat Jenderal DewanKetahanan Nasional.

4. ArsipDinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam
kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu

tertentu.
5. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi

pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem pemerintahan
berbasis elektronik yang sarna, standar, dan digunakan secara bagi
pakai oleh instansi pusat darr/ atau pemerintah daerah.

6. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang­
cabang kekuasaan negara meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif,
dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

7. Unit Pengolah adalah seluruh unit kerja pada Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional yang mempunyai tugas dan tanggung

jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan

penciptaan arsip di lingkungannya.

E. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Tata Naskah Dinas ini meliputi berbagai kegiatan yang
mencakup:
1. jenis, susunan dan bentuk naskah dinas;
2. pembuatan naskah dinas;
3. pengamanan naskah dinas;

4. pejabat penanda tangan naskah dinas; dan
5. pengendalian naskah dinas.

-5-



19. Pejabat ...

memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang
menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi

Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi
Elektronik.

16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas

Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait

dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat
verifikasi dan autentikasi.

17. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang selanjutnya
disebut Setjen Wantannas adalah sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1999

tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal

Dewan Ketahanan Nasional.
18. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan

Nasional.

8. Unit Kearsipan adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Biro
Umum yang mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab dalam
penyelenggaraan kearsipan.

9. KodeKlasifikasiArsip adalah tanda pengenal isi arsip atau naskah
berdasarkan sistem Tata Kearsipan Dinamis Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional.

10. Lambang Negara adalah simbol negara yang dituangkan dalam
gambar burung garuda sesuai dengan peraturan perundang­
undangan.

11. Logo adalah gambar /huruf sebagai identitas lembaga negara,
instansi pemerintah, perguruan tinggi negeri, dan BUMN/BUMD.

12. Kertas Permanen adalah kertas yang bebas asam (acid free) atau
memiliki tingkat keasaman rendah, memiliki keawetan dan daya
tahan tinggi dalam jangka waktu lama.

13. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan darr/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan darr/ atau

Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab

dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
14. Peyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang

berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan
dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

15. Setifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang......._
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yang ...

perjanjian(memorandum of understanding) atau
(agreement/ contract) rnaupun naskah sejenis lainnya.

19. Pejabat Pengelola Anggaran adalah Pengguna AnggaranjKuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pernbuat Kornitrnen,Pejabat Penanda
Tangan Surat Perintah Mernbayar, Bendahara Pengeluaran,
Bendahara Pengeluaran Pernbantu, Pejabat Pengadaan Barang dan
Jasa, atau anggota Unit Layanan Pengadaan.

20. Naskah Kerja Sarna adalah Naskah Dinas yang berisi
kesepaharnanjkesepakatan tertulis tentang suatu hal antara
SetjenWantannas dengan pihak lainyang dapat diwujudkan dalarn
bentuk kesepakatan awal (letter of intent), nota kesepaharnan
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yang ...

b. Instruksi

1) Pengertian
Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa

petunjuk/ arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan.
2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
instruksi adalah pimpinan tertinggi lembaga.

3) Susunan
a) Kepala

Bagian kepala instruksi terdiri dari:
(1)kop instruksi yang ditandatangani sendiri atau atas

nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan

lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan

huruf kapital secara simetris;
(2)kop instruksi yang ditandatangani oleh pejabat selain

pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah

dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo,

a. Peraturan Perundang-Undangan
Ketentuan mengenai proses pembentukan peraturan perundang­
undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

terdiri atas kerangka peraturan perundang-undangan, hal-hal khusus,
ragam bahasa peraturan perundang-undangan, serta bentuk

rancangan peraturan perundang-undangan diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan
peraturan perundang-undangan.

A. Naskah Dinas Arahan
Naskah dinas arahan merupakan naskah dinas yang memuat kebijakan
pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan
dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan setiap Instansi Pemerintah yang
berupa produk hukum yang bersifat pengaturan, penetapan dan penugasan.
1. Naskah Dinas Pengaturan

Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri atas Peraturan Perundang­
Undangan, Instruksi, Surat Edaran, dan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah (SOPAP).

BABII
JENIS, SUSUNANDANBENTUKNASKAHDINAS
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tepat ...

yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital

secara simetris;

(3)kat a instruksi dan nama jabatan pejabat yang

menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris;

(4) nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital

secara simetris;

(5) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital secara

simetris;

(6)judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital

secara simetris; dan

(7) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang

ditulis dengan huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda

baca koma secara simetris.

b) Konsiderans

Bagian konsiderans intruksi terdiri dari:

(1)kata Menimbang, yang memuat latar belakang

penetapan instruksi; dan

(2)kata Mengingat, yang memuat dasar hukum sebagai

landasan penetapan instruksi.

c) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi.

d) Kaki

Bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah,

yang terdiri dari:

(1) temp at (kota sesuai dengan alamat lembaga) dan

tanggal penetapan instruksi;

(2) namajabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis

dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma;

(3) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi,

apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan

dan bentuk instruksi; dan

(4)nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang

ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan

gelar.

4) Distribusi dan Tembusan

Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan
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c. Surat ...

Nama jabatan dan
nama lengkap
yang ditulis dengan
huruf kapitaL

Kota sesuai dengan
alamat instansi
dan tanggal
penandatanganan

Memuat substansi
tentang arahan
yang diinstruksikan

Dattar nama
pejabat yang
menerima
instruksi

Memuat alasan
tentang perlu
ditetapkannya
Instruksi

Judullnstruksi yang
ditulis dengan huruf
kapital

Penomoran yang
berurutan dalam satu
tahun kalender

lambang Negara
dan Nama Jabatan
yang telah dicetak

NAMAlENGKAP

TandaTangandanCapJabatan

NAMA JABATAN,

Dikeluarkandi
padatanggal

Danseterusnya

KETIGA

KEDUA

PERTAMA

Untuk

1. Nama/JabatanPegawai;
2. Nama/JabatanPegawai;
3. Nama/JabatanPegawai;
4. NamafJabatanPegawai;

Kepada

Dalamrangka '.''' denganini memberiinstruksi

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

TENTANG

NOMOR... TAHUN •••

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

DEWANKETAHANANNASIONAl
REPUBUKINDONESIA

Format Susunan dan bentuk Instruksi

tepat waktu, lengkap serta arnan. Pendistribusian instruksi diikuti

dengan tindakan pengendalian.

5) Hal yang Perlu Diperhatikan

a) Instruksi rnerupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga

instruksi harus rnerujuk pada suatu peraturan perundang­

undangan.

b) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak

dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.
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(5) lsi ...

c. Surat Edaran

1) Pengertian

Surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan

tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

2) WewenangPenetapan dan Penandatanganan
Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran
adalah pimpinan tertinggi lembaga, dapat dilimpahkan kepada
pimpinan sekretariat lembaga atau pejabat yang ditunjuk sesuai

dengan substansi surat edaran.
3) Susunan

a) Kepala
Bagian kepala surat edaran terdiri dari:

(1) kop surat edaran yang ditandatangani sendiri atau atas
nama pimpman tertinggi lembaga menggunakan
lambang negara, yang disertai nama lembaga dengan
huruf kapital secara simetris;

(2) kop surat edaran yang ditandatangani oleh pejabat

selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun

daerah dan sekretariat lembaga negara menggunakan
logo,yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital
secara simetris;

(3) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirimi
surat edaran;

(4) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah
lambang negarajlogo lembaga, ditulis dengan huruf

kapital serta nomor surat edaran di bawahnya secara
simetris;

(5) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata surat

edaran ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
dan

(6) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf
kapital secara simetris di bawah kata tentang.

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari:

(1) Latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran;

(2) Maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran;

(3) Ruang lingkup diberlakukannya surat edaran;
(4) Peraturan perundang-undangan atau naskah dinas lain

yang menjadi dasar pembuatan surat edaran; dan
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Format ...

(5) lsi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap

mendesak;

(6) Penutup.

c) Kaki

Bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang

terdiri dari:

(1) tempat dan tanggal penetapan;

(2) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis

dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca

koma;

(3) tanda tangan pejabat penanda tangan, apabila

menggunakan tanda tangan elektronik maka

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan

dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan

dan bentuk surat edaran;

(4) nama lengkap pejabat penanda tangan, yang ditulis

dengan huruf kapital; dan

(5) cap dinas.

4) Distribusi

Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat

dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran

diikuti dengan tindakan pengendalian.
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2) Tujuan ...

1) Pengertian

SOP AP merupakan standar operasional prosedur dari berbagai

proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

d. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOPAP)

Nama jabatan dan
nama lengkap ditulis
kapital

Kota sesuai dengan
alamat Instansi dan
tanggal
penandatanganan

Memuat pemberitahuan
tentang hal tertentu
yang dianggap
mendesak

Memuat ketentuan
peraturan perundang­
undangan yang menjadi
dasar ditetapkannya
Surat Edaran

Memuat alasan tentang
perlu ditetapkannya Sural
Edaran, maksud dan
tujuan, ruang linkup,
dasar dan seterusnya

yang ditulis dengan
huruf kapital

Lambang negarallogo
instansi dan nama
jabatan/nama instansi
yang telah dicetak

NAMA LENGKAP

Tanda Tangan dan Cap Jabatan

NAMA JABATAN,

Dit.etapkandi ..
pada tanggal .

E. lsi Edaran _.. . .__. . . .. ._.. . .

dan seterusnya

F. Penutup

}
}

O. Dasar

C. Ruang Ungkup

B. Maksud dan Tujuan

A. Latar Belakang

TENTANG

SURA T EDARAN
NOMOR ... TAHUN ...

dan seterusnya

Yth.1.
2.
3.

OEWANKETAHAHAHNASIONAL
REPUBUK INDONESIA

Format Susunan dan bentuk Surat Edaran
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b) Keputusan ...

A1amatLembaga
JAKARTA PUSAT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 15

Tahun Pembuatan SOP
2021

STANDAR OPERASJONALPROSEDUR
Judul dokumen SOP
sesuai unit kerja
yang membuatnya

DEPUTI BIDANG SISTEM NASIONAL

Kop Lembaga

Contoh Format halaman judul SOP

(1)Judul SOP

(2)Nama Unit Kerja

(3)Tahun Pembuatan

(4) Informasi lain yang diperlukan

mengenai:

d) meningkatkan kerja sama antara pimpinan, staf, dan unsur

pelaksana.

3) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang menetapkan danmenandatangani SOP adalah pejabat

yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

4) Susunan

a) Halaman Judul (Cover)

Halamanjudul merupakan halaman pertama sebagai sampul

muka sebuah SOP. Halaman judul ini berisi informasi

penyampaian petunjuk;

b) memudahkan pekerjaan;

c) memperlancar dan menyeragamkan pelaksanaan kegiatan;

dan

mempercepatdanmemudahkan,

2) Tujuan SOP

SOP bertujuan untuk:

a) menyederhanakan,
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Contoh ...

b) Penetapan

Penetapan SOP AP dilakukan seeara berjenjang mulai dari

Sekretaris Jenderal untuk SOP AP yang urnurn (generik) dan

Pimpinan Unit Kerja untuk SOP AP yang operasional (spesifik)

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Khusus SOPAPgenerik, dalam

halaman selanjutnya setelah halaman judul, disajikan keputusan

Sekretaris Jenderal tentang penetapan SOP.

c) Daftar isi SOP

Daftar isi ini dibutuhkan untuk membantu mempereepat

pencarian informasi dan menulis perubahari/revisi yang dibuat

untuk bagian tertentu dari SOP terkait.

d) Penjelasan singkat penggunaan

Sebagai sebuah manual, maka SOP memuat penjelasan

bagaimana membaea dan menggunakannya. lsi dari bagian ini

antara lain meneakup:

(1) Ruang Lingkup, menjelaskan tujuan prosedur dibuat dan

kebutuhan organisasi.

(2)Ringkasan, memuat ringkasan singkat mengenai prosedur

yang dibuat.

e) Bagian Identitas

Bagian Identitas dari unsur prosedur dalam SOP dapat dijelaskan

sebagai berikut:

(1) Logoinstansi dan nomenklatur unit kerja pembuat.

(2) Nomor SOP, diisi dengan nomor basah seeara berurutan

dalam 1 (satu) tahun kalender.

(3) Tanggal Pengesahan, diisi tanggal pengesahan SOP oleh

Pejabat yang berwenang di unit kerja.

(4)Tanggal Revisi, diisi tanggal SOP direvisi atau tanggal

reneana diperiksa kembali SOPyang bersangkutan.

(5) Pengesahan oleh pejabat yang berwenang pada unit kerja.

Item pengesahan berisi nomenklatur jabatan, tanda tangan,

nama pejabat yang disertai dengan NIP/ NIK serta

stempel/ cap instansi.

(6) Judul SOP, sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan

tugas dan fungsi yang dimiliki.

(7) Dasar Hukurn, berupa peraturan perundang-undangan

yang mendasari prosedur yang dibuat menjadi SOP beserta

aturan pelaksanaannya.
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Contoh ...

(8)Keterkaitan, memberikan penjelasan mengenai

keterkaitan prosedur yang distandarkan dengan

prosedur lain yang distandarkan (SOP lain yang terkait

secara langsung dalam proses pelaksanaan kegiatan

dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut).

(9) Peringatan, memberikan penjelasan mengenai

kemungkinan yang terjadi ketika prosedur

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Peringatan

memberikan indikasi berbagai permasalahan yang

mungkin muncul dan berada di luar kendali pelaksana

ketika prosedur dilaksanakan, serta berbagai dampak

lain yang ditimbulkan. Dalam hal ini dijelaskan pula

bagaimana cara mengatasinya bila diperlukan.

Umumnya menggunakan kata peringatan, yaitu

jikaj apabila-maka atau batas waktu kegiatan harus

sudah dilaksanakan.

(10)Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan

mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam

melaksanakan perannya pada prosedur yang

distandarkan.

(11)Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan

mengenai daftar peralatan utama (pokok) dan

perlengkapan yang dibutuhkan yang terkait secara

langsung dengan prosedur yang dibuat menjadi SOP.

(12)Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang

perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu. Dalam

kaitan ini, perlu dibuat forrnulir-formulir tertentu yang

akan diisi oleh setiap pelaksana yang terlibat dalam

proses. Setiap pelaksana yang ikut berperan dalam

proses, diwajibkan untuk mencatat dan mendata apa

yang sudah dilakukannya, dan memberikan

pengesahan bahwa langkah yang ditanganinya dapat

dilanjutkan pada langkah selanjutnya. Pendataan dan

pencatatan akan menjadi dokumen yang memberikan

informasi penting mengenai "apakah prosedur telah

dijalankan dengan benar".
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menyelesaikan . . .

(3)Pelaksana, merupakan pelaku (aktor) kegiatan. Simbol­

simbol diagram alir sesuai dengan proses yang

dilakukan. Keterangan simbol sebagaimana ditentukan

pada daftar simbol. Pelaksana diisi dengan nama-nama

jabatan (Jabatan Fungsional Umum, Jabatan

Fungsional Tertentu, Jabatan Struktural) yang ada di

unit kerja yang bersangkutan yang melakukan proses

kegiatan. Urutan penulisan jabatan dimulai dari

jabatan yang terlebih dahulu melakukan tahap

kegiatan. Jika dalam SOP terse but terkait dengan unit

lain, maka jabatan unit kerja lain diletakan setelah

kolom jabatan di unit yang bersangkutan.

(4)Mutu Baku, berisi kelengkapan, waktu, output dan

keterangan. Agar SOP ini terkait dengan kinerja, -maka

setiap aktivitas hendalrnya mengidentifikasikan mutu

baku tertentu, seperti: waktu yang diperlukan untuk

me-.

merupakan urutan logis suatu proses kegiatan.

Biasanya menggunakan kalimat aktif dengan awalan

diisi tahapan kegiatan yang(2)Tahap Kegiatan,

f) Bagian Flowchart

Bagian Flowchart merupakan uraian mengenai langkah­

langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari

prosedur yang distandarkan, yang berisi:

(1)Nomor, diisi nomor urut.

Homor
SOP
Tancp'
Pembuata
TAnlP1
Revist

DEWAN KETAHAHAHNASIONAL Tanual
R£PU_ INDONEStA E!"klll

Dl... hkan Sekretaris Jendel'3l Dewan k~tahanan Nasional
01....

SEKR£TARIATJENDlIlAI. DEWANKETAHAHAHHMIOHAL

!tIllY edibll !IDIIDdilaDDD

Judul SOP PEHYUSUHANNASKAHSUAATPRESIDEN

1 Keppres RI No.: 101 Th 1999 t.n~nl Dewan lCetahanan Nasional d 1 Me~haml pedoman taU tuUs
5ekretarlat ~ndera1 Dewan l(ecahllna" Naslona' 2 Memahilml m~teriSurat Preslden

2 SICSesJeo ~n Kat.h.n_" Nat,onal No . Kep-13/1/2013 tentang
SuIU~ T1tn Penprah RefOtmasi 8fto"rasJ Seljen Wancannas

1 SOP Pendolwmernasia" 1 Kompuler yan. dilen,upl .pliusi peruntor3n
2 SOP rata Tulls 2 KAK

3 Notulensi dan Has" fU~t TimPenyusun.

Na.kah SurprHpolln.lombat .. 1_1 5 (lima) "orl kerja. Buw Aaend. uporan KeciaQn BiroPen.id.npn dan Humas.

Contoh Format 8agian Identitas SOP
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lembaga ...

2. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

Naskah dinas penetapan dituangkan dalam bentuk keputusan.

a. Pengertian

Keputusan adalah naskah dinas yang mernuat kebijakan yang bersifat

menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan

kegiatan, yang digunakan untuk:

g) Bagian Pendukung

Bagian Pendukung berisi trrarari, keterangan, atau contoh­

contoh formulir yang dapat mendukung penjelasan prosedur

kegiatan atau menjadi syarat kelengkapan suatu kegiatan.

PROSEOUR PENYUSUNAIIINASKAHSURATPRESIDEN

Pelaksana Motu Baku
No Keg;;nan Keterangan

Ses,ien Depuli Bandep Anjak TU l<elengJ<apan Waktu Output
1 Menugaskan Deputi untuk Arahan Ses- 15 Disposjsi

mengkoordinasikan pembuatan surat C)-n jen; Naskah meni1:
Pres-iden Pokja,.u,.;

ramusmat:
2 Menuga,.kan Bandep untuk pembuatan D- Referensi 3 jam Nota Dinas

surar Preside" n (pointers
substanst)

3 Me-mbentuk dan memerintahkan TIm 6- Oisposisi 15 Sprint Deputi Ketua:
Penyusunan SurpA!S, t:ennasuk n Sesjen menit Bandep
peliba1:an pakar sesuai kebutuhan Sekre terfs:

Anjak
4 Peoyusunan Surat Presiden Tim.

~

Sprint Deputi 15 Disposisi Undangan

I menlt tandatangan
Deputi

5 Mengoreksi konsep Surat Preaiden, biJa

~
~

Konsep Surat 1 hari Naskah Surat
disetujui disampaikan kepada Deput; r Presiden kerja Presiden
dan bila tidak disetujui dikembalikan ke
An-ak untuk diperbaiki

6 Memerik,... Surat Presiden, bila S<rtuju

s.ru~
bJ Naskah Surat 15 Naskah Surat

disampaiican kepada Sesjen. dan bila Presiden menrt Presiden
tidak setuju dikemballkan ke Bandep
untuk diperbaiki

7 Surat Presiden diterima Sesjen untuk 0 Naskah Surat 15 Surat
dipelajari dan ditandatangani Presiden menit pres+den

8 Mendokumentasikan Sur-pres pada TU I Surat Arsip SOP
Kedeputian sebagai bukti pertanggung- CJPresidf!:n Pendokumen
jawaban Tim Penvusunan Surat tasian
Presiden.

Contoh Format Bagian Flowchart SOP

pendokumentasian dan implementasi, sebaiknya SOP

memiliki kesamaan dalam unsur prosedur meskipun

muatan dari unsur tersebut akan berbeda sesuai

dengan kebutuhan unit kerja. Normawaktu bisa dalam

hitungan rnenit, jam, hari.

dalammemudahkanUntukpelayanan.standar

diperlukan (standar input) dan output-nya. Mutu baku

ini akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk

akhirnya dari sebuah proses telah memenuhi kualitas

yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam

yangpersyaratan / kelengkapanmenyelesaikan
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lembaga ...

e) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris;

f) judul keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris; dan

g) namajabatan pejabat yangmenetapkan keputusan, ditulis
dengan huruf kapital secara simetris dan diakhiri dengan
tanda baca koma.

2) Konsiderans
Bagian konsiderans keputusan terdiri dari:

a) kata Menimbang,yaitu konsiderans yang memuat alasarr/
tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlu
ditetapkannya keputusan; dan

b) kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat
peraturan perundang-undangan sebagai dasar
pengeluaran keputusan.

c) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang
menetapkan, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

d) nomor keputusan, ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

b) kop keputusan yang ditandatangani oleh pejabat selain

pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah
dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo,yang

disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara
simetris;

1) Kepala
Bagian kepala keputusan terdiri dari:

a) kop keputusan yang ditandatangani sendiri atau atas
nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang
negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital
secara simetris;

1) Menetapkarr/ mengubah status kepegawaiarr/ personal/
keanggotaan/ material/ peristiwa;

2) Menetapkarr/ mengubah/ membubarkan suatu kepanitiaan/ tim;
dan

3) Menetapkan pelimpahan wewenang.
b. WewenangPenetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenangmenetapkan dan menandatangani keputusan
adalah pimpinan tertinggi lembaga atau pejabat lain yang menerima
pendelegasian wewenang.

c. Susunan
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lembaga ...

3) Diktum

Bagian diktum keputusan terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

a) Diktum dimulai dengan kata memutuskan yang ditulis

dengan huruf kapital dan diikuti kata menetapkan di tepi

kiri dengan huruf awal kapital;

b) lsi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata

menetapkan yang ditulis dengan huruf awal kapital; dan

c) Untuk keperluan tertentu, keputusan dapat dilengkapi

dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

4) Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh keputusan

sarna dengan ketentuan dalam penyusunan peraturan, tetapi isi

keputusan diuraikan bukan dalam pasal-pasal, melainkan

diawali dengan bilangan bertingkat/ diktum kesatu, kedua,

ketiga, dan seterusnya.

5) Kaki

Bagian kaki keputusan ditempatkan di sebelah kanan bawah,

yang terdiri dari:

a) tempat dan tanggal penetapan keputusan;

b) jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan

huruf kapital, dan diakhiri dengan tanda baca koma;

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan,

apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan

peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk

keputusan; dan

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan,

yang ditulis dengan huruf kapital, tanpa mencantumkan

gelar.

d. Pengabsahan

1) Pengabsahan merupakan pernyataan pengesahan bahwa suatu

keputusan telah dicatat dan diteliti sehingga dapat diumumkan

dan didistribusikan oleh pejabat yang bertanggung jawab

di bidang hukum atau administrasi umum atau pejabat yang

ditunjuk sesuai dengan isi keputusan.

2) Pengabsahan dicantumkan di sebelah kiri bawah, yang terdiri

atas kata salinan sesuai dengan aslinya, diikuti dengan nama
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Format ...

TandaTangandanCapJabatan
NAMA LENGKAP

Ditetapl(andi ..
padatanggaJ ..

NAMAJABATAN.

: mengangkat.. ..
: menugaskan .

KESATU
KEDUA
KETJGA

Menetapkan: KEPUTUSAN TENTANG .

MEMUTUSKAN:

Mengingat : 1. .. ;
2 ;

b. bahwa ..

Menimbang: a. bahwa .

SEKRETARIS JENDERAl DEWAN KETAHANAN NASiONAL,

TENTANG

}
Judul Keputusan

} ditulis dengan huruf
kapilal.

Memual alasan
tentang perlu
ditelapkannya
Keputusan

Memuat Ketenluan
perundang-
undangan yang
menjadi dasar
ditetapkannya
Keputusan

Memuat substansi
tentang kebijakan
yang ditetapkan

} Kola sesuai dengan
alamal instansi
dan langgal
penandalanganan

} I

Nama jabalan dan
nama lengkap
(tanpa gefar)
yang ditulis dengan
huruf kapital

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAl
NOMOR .•. TAHUN ....

Lambang negara
dan nama instansi
yang lelah dicetak.

DEWAN KETAHANAN NASiONAL
REPUBUK INDONESIA

Format Susunan dan bentuk Keputusan
(Ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal)

lembaga, nama jabatan, ruang tanda tangan, dan nama pejabat

penanda tangan.

3) Pengabsahan dilakukan dengan membubuhkan tandatangan

dan cap dinas lembaga.

e. Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang

berkepentingan.

f. Hal yang Perlu Diperhatikan

Naskah asli dan salinan keputusan yang ditandatangani harus

disimpan sebagai arsip.
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Format ...

} Logo dan nama
instansi yang telah
dicetak

Penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun kalender

Judul Keputusan
ditulis dengan
huruf

Memuat alasan
tentang perlu
ditetapkannya
Keputusan

Memuat Ketentuan
perundang-

} undangan yang
menjadi dasar
ditetapkannya
Keputusan

} Memuat substansi
tentang kebijakan
yang ditetapkan

Kola sesuai dengan
alamat instansi
dan tanggal

} penandatanganan

} Nama jabatan dan
nama lengkap
(tanpa gelar)
yang ditulis dengan
huruf kapital

TandaTangandanCapJabatan
NAMALENGKAP

Ditetapkandi .
padatanggal .

NAMAJABATAN,

: mengangkat .
: menugaskan .

KESATU
KEDUA
KETIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN TENTANG .

1 ;
2 :

b. bahwa .

Mengingat

Menimbang: a. bahwa .

NAMA JABATAN,

TENTANG

KEPUTUSAN _.....................•.......... _ _ _ .
NOMOR ... TAHUN .

JI. Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusst 10110 - htlp:JJwwwwantannas go.id
Telepon (021) 3451066, Faksimlle(021) 3451066

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Format Susunan dan bentuk Keputusan
(Ditandatangani oleh Selain Sekretaris Jenderal)
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c. Susunan ...

Tanda Tan~ dan cap Jltbatan

Nama lenllkap

Nama jabatan dan
nama lengkap
yanl1d1U1Sdengan
huruf bpiUI

Sawnsa ....dengan ulry3

Nama Jaba"MI.

Na'l'la jabatan dan
na0\3 lengkilp (tarpa gel ..r)
yang.dilulis <!eOlIan
lIuruf kapiUI

C~elilpbndi .. .
Plll&liInggai "
NINA .w>ATAN.
Tanda Tar-gan dMl Clip J~
NAMA LENGKAP

Kota sesuai dengan
aIiImat instansi
dan tan.g ..1
~ndita"ilanan

KESATU
KEOUA
KETlGA

Memuat substan.i
tenia"; kebtjilkan
yang d:telapltan

MEMUTUSI<AN:

Mene13pkan KEPUTUSAN . . .".. . .TENTANG _ .

Wvgingal: 1 . " ..__ __.
2 .....•.. . .

b bIlIwl , "."

Memuat Kelentuan
perundang·
undan~n yan"
menjadi dasar
diteta~ltan~ya
Keputusiln

NAMA JABATAH.

Memual alaSiln
tenta"g petlu
ditetapbnnya
Kepu:usan

TENTANG

JudlJl K..-pu1lG~
d1ul.S d.:ngan ~uruf
kltitta.l

KEPUlUSAN .. . .•.._•._. ..... __ .•_. ... ..
NOMOR ._ TAMUN •.•.

SALlNAN

JI t.lo8dIn t.18<OeIca BInI No 'S~PI.net 'O"0·~I __ ood
I e!epon (021) 3451066. f IIIVnIe (021) 3451066

lopo dann~..,.
Instilns;)'1IIIg t!!lah
dr.;etalt

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETAR~TJENDERAL

3. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas)

a. Pengertian

1).Surat perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau

pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada bawahan atau

pegawai lainnya yang memuat perintah untuk melaksanakan

pekerjaan tertentu. Surat tugas adalah naskah dinas yang dibuat

oleh atasan atau pejabat yang berwenang yang ditujukan kepada

bawahan atau pegawai lainnya yang memuat penugasan untuk

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsi.

b. WewenangPernbuatan dan Penandatanganan

Surat perintab / surat tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan

atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang,

dan tanggung jawabnya.

PenomOlJJI yang
!)DJlIflrtan d.1l1m
saIl! l.rn:m b.Ia..r4l!1

Format Susunan dan bentuk Salinan Keputusan
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2)Tembusan ...

c. Susunan
1) Kepala

Bagian kepala surat perintab/ surat tugas terdiri dari:
a) kop surat perintahy surat tugas berupa lambang negara atau

logo;
b) kata surat perintah/ surat tugas, ditulis dengan huruf kapital

secara simetris; dan
c) nomor, berada di bawah tulisan surat perintah/ surat tugas.

2) Batang Tubuh
Bagianbatang tubuh surat perintah/ surat tugas terdiri dari hal­
hal sebagai berikut:

a) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/ atau dasar:
pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat perintah/
surat tugas; dasar memuat ketentuan yang dijadikan
landasan ditetapkannya surat perintah/ surat tugas tersebut;

b) Diktum dimulai dengan kata memberi perintah/rnemberi
tugas, secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri disertai
nama dan jabatan pegawaiyangmendapat tugas;

c) Di bawah kata kepada ditulis kata untuk yang berisi tentang
tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

3) Kaki
Bagian kaki surat perintah/ surat tugas ditempatkan di sebelah
kanan bawah yang terdiri dari:

a) tempat dan tanggal surat perintah/ surat tugas;
b) nama jabatan pejabat yang menandatangani, yang ditulis

dengan huruf awalkapital pada setiap awalkata, dan diakhiri
dengan tanda baca kama;

c) tanda tangan pejabat yang menugasi, apabila menggunakan
tanda tangan elektronik maka penempatan tanda tangan
elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada
contoh susunan dan bentuk surat perintah/ surat tugas;

d) nama lengkap pejabat yang menandatangani surat perintah/
surat tugas, yang ditulis dengan huruf awal kapital pada

setiap awal kata; dan

e) cap dinas.

d. Distribusi dan Tembusan

1) Surat perintah/ surat tugas disampaikan kepada yangmendapat

tugas.
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B. Naskah ...

l\ama
jabatandan
nama
lenr,\tap
ditulis
dengtUlburuf
au-alkapital

Kota~suai
alamat
lembaflill dan
tanggal pe­
nandatangtUl-
an

Memuat
subst.ansi
arahan yang
diperintahkan

Dsftar
ptdabat yang
menerima
perintah

lIemuat
peraturan/
dasar
ditetapkan -
nya
Swat
Perintab

Penomoran
yang
buuruan
daJam satu
tahun
kalendcr

Logpd!lll
namalembaga
yangte1ab
dieetak

Tanda Tanpn dan Cap Lembaflill

l\ama Jabatan,

NamaTempat. Tanp

Untuk 1 ;
2...............• _ _ ;
3 _ __._ _ __ ._ ;
4. dan seterumya.

Kepada 1 _.__ _ _ _ _ ;
2 __ ;
3 _._ _ _.._ ;
4. dan seterusnya.

Dasar 1. __ __ ._ _ _._ ;
2 _ _ ;

Uenimbang: a. bah1t'••..•.............•.........................•.........•....•............. ;
b. bahwa .•.••.._.............................••.....•....•..•••...•••.......... ;

SURAT P£Rlr\"TAH/SURAT TUGAS
NOllOR ... / ... / ... / ...

Jt Madan Merdeka Bafat No. 15Jakarta Puss! 10110.http://wwwwantannas.go.1d
T~(021)3451066.F~(021)3451066

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETAffiATJENDERAL

Format Susunan dan bentuk Surat PerintahjSurat Tugas

2) Tembusan surat perintahj surat tugas tugas disampaikan

kepada unit kerjajlembaga yang terkait.

e. Hal yang Perlu Diperhatikan

I} Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar.

2) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang

ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom

nomor urut, nama, pangkat, NIP,jabatan, dan keterangan.
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Format ...

B. Naskah Dinas Korespondensi
1. Naskah Dinas Korespondensi Internal

a. NotaDinas
1) Pengertian

Nota dinas adalah naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lingkungan lembaga.

2) WewenangPembuatan dan Penandatanganan
Notadinas dibuat oleh pejabat suatu lembaga sesuai dengan tugas,
wewenang, dan tanggung jawabnya.

3) Susunan
a) Kepala
Bagian kepala nota dinas terdiri dari:
(1) kop nota dinas terdiri dari nama lembaga dan unit kerja yang

ditulis secara simetris di tengah atas;

(2) kata nota dinas, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(3) kata nomor, yang ditulis dengan huruf kapital secara
simetris;

(4) kata Yth., yang ditulis dengan huruf awal kapital, diikuti

dengan tanda baca titik;
(5) kata Dari, yang ditulis dengan huruf awal kapital;

(6) kata Hal, yang ditulis dengan huruf awal kapital;
(7) kata Tanggal, yang ditulis dengan huruf awal kapital.

b) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh nota dinas terdiri dari alinea pembuka, isi,

dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.
c) Kaki

Bagian kaki nota dinas terdiri dari tanda tangan, nama
pejabat, dan tembusan (jikaperlu). Apabilamenggunakan tanda
tangan elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik
disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh
susunan dan bentuk nota dinas.

4) Hal yang Perlu Diperhatikan
a) Nota dinas tidak dibubuhi cap dinas.

b)Tembusan nota dinas berlaku di lingkungan intern lembaga.

c) Penomoran nota dinas dilakukan dengan mencantumkan nomor

nota dinas, kodejabatan penanda tangan, kode klasifikasi arsip,

bulan, dan tahun.
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Format ...

b. Disposisi

Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut / tanggapan

terhadap surat masuk, ditulis secarajelas pada lembar disposisi, tidak

pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi merupakan

satu kesatuan dengan surat masuk.

Nama lengkap
ditulis dengan
huruf awal
kapital, tidak
dibubuhi cap
dinas

Memuat
Dasar hukum
pembuatan
nodin, isi dan
penutup.

Penomoran
yang berurutan
dalam satu
tahun kalender

Penomoran
yang berurutan
dalam satu
tahun kalender

Nama Instansi

Tembusan:
1 ..
2 .
3 .

Nama Lengkap

(tanda tangan)

Nama Jabatan,

3. Penutup

2. lsi

c. . ; dan
d. . ..

a. . ,
b.

1. Dasar:

Yth.
Dari
Hal
Tanggal

NOTA DINAS
NOMOR ... ..I. .... .IBULANrrAHuN

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Format Susunan dan bentuk Nota Dinas
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3) Susunan ...

c. Surat Undangan Internal

1)Pengertian
Surat undangan internal adalah surat dinas yang memuat
undangan kepada pejabatjpegawai di dalam lembaga tersebut
untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat,

upacara, dan pertemuan.

2)Kewenangan
Surat undangan internal ditandatangani olehpejabat sesuai dengan

tugas, fungsi, wewenang,dan tanggungjawabnya.

P81afDiteruskan loepada:Disposisi

1. .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lampiran

Tanggal dan Nomor Sumt
Dari
Ringkasan lsi

Tgl. Penyelesaian :Tanggal Penerimaan

Tkt. Keamanan : SR/R/BNomor Agenda/Registrasi :

LEMBAR DISPOSISI

NAMA L-EMBAGA
................................... (Unit Kerjat .

JALAN TEIJEPON FAKSIMILE .

Format Susunan dan bentuk Disposisi
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Format ...

3)Susunan

a. Kepala

Bagian kepala surat undangan intern terdiri dari:

(1) kop sur at undangan intern yang ditandatangani sendiri atau

atas nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang

negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital

secara simetris;

(2) kop surat undangan intern yang ditandatangani oleh pejabat

selain pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah

dan sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang

disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

(3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di

bawah kop surat undangan intern;

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di sebelah

kanan atas sejajar / sebaris dengan nomor; dan

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama

jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan intern (jika

diperlukan) .

b. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan intern terdiri dari:

(1) alinea pembuka;

(2) isi surat undangan intern, yang meliputi hari, tanggal, waktu,

tempat, dan acara; dan

(3) alinea penutup.

c. Kaki
Bagian kaki surat undangan intern terdiri dari namajabatan yang

ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama

pejabat yang ditulis dengan huruf awal kapital. Apabila

menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan tanda

tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan

pada contoh susunan dan bentuk surat undangan internal.

4) Hal yang Perlu Diperhatikan

Format surat undangan intern sama dengan format surat dinas,

bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat

undangan intern dapat ditulis pada lampiran.
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Format ...

Nama Jabatan
dannama
lengkap yang
dituJisdengan
hurufawal
kapital

Alamat tujuan
yangdapat
ditulisdibagian
kiri,dan
jumlahnya
cukup banyak,
dapat dibuat
pada daftar
lampiran

Tempatdan
tanggal
pembuatan
surat

Namainstansi
dan namaunit
k.etja

Tembusan:
1. _ _ .
2 .
3 ..

NamaLengbp

NamaJabatan,
(Tanda Tangan dan cap Lembaga)

..._.._ _ _ _.._ (Alinea Penutup) .

pukul ..
pada hari/tanggal
waktu
tempat
acara

................................... (A1ineaPembuka dan Alinea lsi)

(Tempat), (Tgl, sie.. Thn.)Nomor : .... .], .. .], ... / .... / ......
Sif4t
Lampiran :
Hal : Undangan ...

yth .

.II Me<l8tlMerdeIcBBanli No 15.1_ Pusat 10110 _~.JlWwNwantannas ge.KI
Telepon (021) 3451066. Faks,mtle (021) 3451066

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Format Susunan dan bentuk Surat Undangan Internal
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3) Susunan ... '

2. Naskah Dinas KorespondensiEksternal
a. Surat Dinas
Jenis naskah dinas korespondensi ekstern ada dua macam, yaitu surat
dinas dan surat undangan. Bentuk surat dinas yaitu modified style.
1) Pengertian

Surat dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas seorang

pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak

lain di luar lembagayang bersangkutan.

2) WewenangPenandatanganan

Surat dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,

fungsi, wewenang,dan tanggung jawabnya.

Nama Lengkap

(Tanda Tattgan dan Cap
Lembaga)

Nama Jabatan,

10 .

9 .

8 .

7 .

6 .

5 .

4 .

3 .

2 .

1 .

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

Lampiran Surat ..
Nomor : / / / .
Ta.nggal : .

Format Susunan dan bentuk LampiranSurat Undangan Internal
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3) Susunan
a) Kepala
Bagian kepala surat dinas terdiri dari:
(1) kop surat dinas yang ditandatangani sendiri atau atas nama

pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang negara,
yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital secara
simetris;

(2) kop surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat selain
pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan
sekretariat lembaga negara menggunakan logo,yang disertai
nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

(3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik dengan huruf
awal kapital di sebelah kiri di bawah kop surat dinas;

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di
sebelah kanan atas sejajar/ sebaris dengan nomor;

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah Hal, diikuti dengan nama
jabatan yang dikirimisurat; dan

(6) alamat surat, yang ditulis di bawah Yth.
b)Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi,
dan penutup.

c) Kaki
Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah,

yang terdiri dari:
(1) namajabatan, yang ditulis dengan huruf awalkapital, diakhiri

tanda baca koma;
(2) tanda tangan pejabat, apabila menggunakan tanda tangan

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik
disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh
susunan dan bentuk surat dinas;

(3) nama lengkap pejabat/ penanda tangan, yang ditulis dengan
huruf awal kapital;

(4) stempel/cap dinas, yang digunakan sesuai dengan ketentuan;

dan
(5) tembusan, yangmemuat namajabatan pejabat penerima (jika

ada).

4) Distribusi
Surat dinas disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat

dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas

diikuti ...
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Format ...

Nama Jabatan
dan nama
lengkap yang
ditulis dengan
huruf awal
kapital

Alamat tujuan
yang ditulis di
bagian kiri

Tempat dan
tanggal
pembuatan surat

Kop surat
Berupa lambang
negara dan nama
instansi yang
telah dicetak

Tembusan:
1. . .
2. . .
3 .

Nama Lengkap

(Tanda Tangan dan Cap Jabatan)

Nama Jabatan,

... (Alinea Penutup) .

... (Alinea Isi) .

.......................................... (Alinea Pembuka) .

Yth .

...(Tempat)•...(Tgl.,Bln., Thn.)Nomor : ....1. . .1...1...
Sifat
Lampiran:
Hal

DEWAN KETAHANAN NASIONAL
REPUBUK INDONESIA

Format Susunan dan bentuk Surat Dinas Untuk Pejabat Negara

diikuti dengan tindakan pengendalian.

5) Hal yang Perlu Diperhatikan

a) Kop surat dinas hanya digunakan pada halaman pertama surat

dinas.

b) Jika surat dinas disertai lampiran , pada kolom Lampiran

dicanturnkan jumlahnya.

c) Hal berisi pokok surat dinas sesingkat mungkin yang ditulis

dengan huruf awal kapital pada setiap unsumya, tanpa diakhiri

tanda baca.
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(1)kop ...

b. Surat Undangan

l)Pengertian

Surat undangan adalah surat dinas yang rnernuat undangan kepada

pejabatjpegawai yang tersebut pada alarnat tujuan untuk rnenghadiri

suatu acara kedinasan tertentu, seperti rapat, upacara, dan

pertemuan.

2) Kewenangan

Surat undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,

fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala surat undangan terdiri dari:

Tembusan:
L .
2. .. _ .
3. . __ .

Nama Lengkap
Namajabatan
dan nama
lengkap yang
ditulis de.ngan
hum!au-al
kapital

(Tanda Tmgsn dan Cap Lemb~

Nama Jabatsn,

.............................................. Almea Penutup) ..

........ .Aline. Isij .

.......................................... ( Almea Pembuka) _ .

Yth. . Alamat
tujuan yang
ditulisdi
bagian kiri

tanggal
pembuatan
swat

. .. (Tempa1},•.. (Tgl, Bln., Thn.]Nomor : .••/_.-1-.-/ ... 1...
SUet :
Lampiran:
Hal

JI. Madan Merdeka Bara!No 15Jakarta Pusa110110·hltp111WoW.wanIannasgo Id
T~(021}3451066.Faksrnde(021}3451066

Kopsura1
berupa logo,
nama lembag
danalamat
lengkap
yangtelah
dicetak

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIA T JENDERAL

Format Susunan dan bentuk Surat Dinas Untuk Nonpejabat Negara
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ditandatangani ...

(1) kop surat undangan yang ditandatangani sendiri atau atas
nama pimpinan tertinggi lembaga menggunakan lambang
negara, yang disertai nama lembaga dengan huruf kapital
secara simetris;

(2) kop surat undangan yang ditandatangani oleh pejabat selain

pimpinan tertinggi lembaga baik pusat maupun daerah dan
sekretariat lembaga negara menggunakan logo, yang disertai
nama lembaga dengan huruf kapital secara simetris;

(3) nomor, sifat, lampiran, dan hal, yang diketik di sebelah kiri di
bawah kop surat undangan;

(4) tempat dan tanggal pembuatan surat, yang diketik di
sebelah kanan atas sejajar/ sebaris dengan nomor;

(5) kata Yth., yang ditulis di bawah hal, yang diikuti dengan nama
jabatan, dan alamat yang dikirimi surat undangan (jika
diperlukan).

b)Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari:

(1) alinea pembuka;
(2) isi surat undangan, yang meliputi hari, tanggal, waktu, tempat,

dan acara; dan
(3) alinea penutup.

c) Kaki

Bagian kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan yang ditulis
dengan huruf awal kapital, tanda tangan dan nama pejabat yang

ditulis dengan huruf awal kapital. Apabila menggunakan tanda
tangan elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik
disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh susunan
dan bentuk surat undangan.

4)Hal yang Perlu Diperhatikan
a) Format surat undangan sama dengan format surat dinas,

bedanya adalah bahwa pihak yang dikirimi surat pada surat
undangan dapat ditulis pada lampiran.

b) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk

kartu.
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ditandatangani . . .

Nama Jabatan
dan nama
lengkap yang
ditulis dengan
huruf awal kapital

Alamat tujuan
yang dapat ditulis
di bagian kiri, dan
jumlahnya
cukup banyak,
dapat dibuat pada
daftar
lampiran

Tempat dan
tanggal
pembuatan surat

Nama Lengkap

(Tanda Tangan dan Cap Instansi)

Nama Jabatan,

Tembusan:
1. . .
2 .
3 .

.......................................................... (A1inea Penutup) .

pukul .
pada hariltanggal:
waktu
tempat
acara

................................... (A1ineaPembuka dan Alinea lsi) .

...(fempat), (fgl., Bin., Thn.)

Yth .

Nomor : Und - ...1... .1.. ..1...
Sifat
Lampiran:
Hal

DEWAN KETAHANAN NASIONAl
REPUBUK INDONESIA

Format Susunan dan bentuk Surat Undangan

yang Ditandatangani oleh Pejabat Negara
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ditandatangani ...

Nama Jabatan
dan nama
lengkap yang
ditulis dengan
hurufawal

Alamat tujuan
yangdapat
ditulis di bagian
Jriri, dan
jumlahnya
cukup banyak,
dapat dibuat
pada daftar
lampiran

Tempat dan
tanggal
pembuatan
swat

Namadan
alamat
lembaga yang
te1ah dicetak

Tembusan:
1. .
2 .
3. .

Nama~gkap

Nama Jabatan,
(Tanda Tangan dan Cap Lembaga)

.......................................................... (Alinea Penutup) .

tempat
acara

pada hari/tanggal : .
waktu pukul ".

................................... (Alinea Pembuka danAlinea. lsi) .

yth .

(Tempat), (Tgl, Bln., Thn.)Nomo! : .... ./ ..../ ...J.../......
sifat
Lampiran :
Hal : Undangan ...

Jl. Madan Merdeka Barat No. 15Jakarta Pusat 10110· httpJ/www.wantannas.gojd
Telepon (021) 3451066. Faksimlte (021) 3451066

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIA T JENDERAL

Format Susunan dan bentuk Surat Undangan

yang Ditandatangani oleh Non Pejabat Negara
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ditandatangani ...

Nama.Lenglmp

(Tanda Tangan dan Cap
Lembaga)

Nama Jabatan,

10 .

9 .

8 .

7 .

6 .

5 .

4 .

3 .

2 .

1. . .

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

Lampican Surat .
Nomor : j j j .
Tanggal : .

Format Susunan dan bentuk Lampiran Surat Undangan
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ditandatangani . . .

negen.

1)Perjanjian Dalam Negeri

Kerja sama antar lembaga di dalam negeri, baik di tingkat pusat

maupun daerah dibuat dalam bentuk kesepahaman bersama

atau perjanjian kerja sama.

a) Wewenang dan penandatanganan

Perjanjian yang dilakukan antar lembaga di dalam negeri,

baik di tingkat pusat maupun daerah dibuat dan

c. Naskah Dinas Khusus

1. Surat Perjanjian

a. Pengertian

Surat perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan

bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah

pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan

hukum yang telah disepakati bersama.

b. Jenis Perjanjian

Jenis perjanjian terdiri dari perjanjian dalam negen dan luar

Pakaian
Laki-Iaki
Perempuan:
TNIIPolri :

* Harap hadir 30 menit
sebelum acara dimulai dan
undangan dibawa

* Konfirmasi:

hari .1 (tanggal) , pukul WIB
bertempat di .

pada acara

mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapakllbu/Saudara

NAMA JABATAN

Format Susunan dan bentuk Kartu Undangan
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Pasa15 ...

b) Susunan
(1) Kepala

Bagian kepala terdiri dari:

(a) lambang negara (untuk pejabat negara) diletakkan
secara simetris, atau logo(untuk nonpejabat negara)
yang diletakkan di sebelah kanan dan kiri atas,
disesuaikan dengan penyebutan nama lembaga;

(b)judul perjanjian; dan
(c)nomor.

(2)Batang Tubuh
Bagian batang tubuh perjanjian kerja sarna memuat
materi perjanjian , antara lain tujuan kerjasama, ruang
lingkup kerjasama, pelaksanaan kegiatan, pembiayaan,
penyelesaian perselisihan, penutup dan hal-hal lain
yang menjadi kesepakatan para pihak.

(3)Kaki
Bagian kaki perjanjian kerja sarna terdiri dari nama
penanda tangan para pihak yang mengadakan
perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu),
dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang­
undangan. Apabila menggunakan tanda tangan
elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik

disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada
contoh susunan dan bentuk perjanjian kerja sarna

dalarn negeri.

ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas,
wewenang, dan tanggung jawabnya.
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Pasa15 ...

Memuat
materi
perj&Djian,
:rang ditulis
dalam
bentuk.
pasal-pasal

Memuat
identitas
pihakyang
menpdakan
danme­
nand.atanp
ni
perj&Djian

Penomoran
yang
berurutan
dalam satu
tabun
kalender

Judul
perj~an
(nama
naskab
dinas, para
pihak, oqjek
perj&Djian)

RUANG LnlGKUP KERJA SAJ.lA

Paull

benepskal untuk ~ kerja. u:c:.a del= bidaZl.S•.......•.........................•
~ diarur del!!:m keunb2l11 cebq!!.i berikut:

.....................• ~~umya dUeb\A ~eb&gl!liPi.hU I

.....................• '"~umya.diro:eb\A ro:eb. Pi.hU n
L .
::z ............• _ ..

Pda ha:ri iai, ...........• ~ ......• bulsn .....• t!!h'Ull. ....• b~at di ....•
ya:I1J b~~ di b~~ ini

NOlJOR .
UOlJOR .

TErITAnG

DAn

Format Susunan dan bentuk Surat Perjanjian

Antar Lembaga Dalam Negeri Untuk Pejabat Negara
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Format ...

Nama

Tanda TanganTenda Tangan

Nama Jabaitm,Nama. Jabatan,

Nam,aIns.titusiNama Ins.btu s.i,

PENUTUP

Pasal7

(3)1 S~ perubahsn danlatau pembatslan ta:badap pia:gam b!rja smna
ini akan diatur bersmna kemudian oleb Pihak Perlsme. dan Pihak
Kettua

(2) Yengtsmasuk force majeure ad.a1ah
a.. bencana. aIam;
b. tindakan pemerintab di bidang f"JS.kal, dan moneta';
c.l\oead.aan ~.anan yang tidak m~.

(1)' Apabila te:rjadi hali-bal yang eli luar kekuasaan lcedua belab pihak atau
forr:e majeure', dapst dip.ertimban,gkan kemungkinan peru bahan
te.mpat. dan waktu p:elsksmJ.a.S!n tups pe1!lerjaan dengan pa:s.etujuan
kedua b e1Bhpili.ak.

LAIN-LAIN

PENYELESAJANPERSELI3JHAN

PasalS
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Pasal 5 ...

Memuat
materi
pezj~
yang ditulis
dalam
bentuk
pasal-pasal

IU

Memuat
identitas
pihakyang
mengadakan
dan me­
nandaianga

berurutan
dalam satu
tabun
kalender

yang
Penomoran

Judul
per,jaJUian
(nama
naskab
dinas, para
pihak, objek
~I

Paul 4

Pasal3

PELAKSANAAN KEGlA tAN

RUANG UNGKUP KERJA SAUA

Pasal2

Pasall

TUJUAN KERJA SAMA

~epakat UDtuk mel.kuDn kelja sama da.lam bidsn" __ .
yang diatur da.lam ket.mtuan sebapi be.rikut:

...................... ~utnya disebut sebagai Pihak I
: se1ejutnya dnebut sebapi PilWc D

1. .•_ _
2 _.

Pada hari mi, tanggal .....•• bulan ..•..• tahUD .....• bertempat di ....•
yaragbert&nda tangan di ba..ah ini

N01.10R ..
NOMOR....•....•..................

TU.,.ANG

DAN

@)ak2

Format Susunan dan bentuk Surat Perjanjian

Antar Lembaga Dalam NegeriUntuk Non Pejabat Negara
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serta ...

negara.
Hubungan dan kerja sarna luar negeri dapat dilakukan atas

prakarsa dari lernbagapernerintah, baik pusat rnaupun daerah,

2)Perjanjian Internasional
Perjanjian internasional adalah perjanjian dalarn bentuk dan
nama tertentu, yang diatur dalarn hukurn internasional yang
dibuat secara tertulis serta rnenirnbulkan hak dan kewajibandi
bidang hukurn publik.
Perjanjian internasional dapat dilakukan dengan satu negara
atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukurn
internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak

berkewajiban untuk rnelaksanakan perjanjian tersebut dengan

iktikad baik. Perjanjian internasional dilakukan sebagai upaya

untuk rnengernbangkan hubungan dan kerja sarna antar

Nama.Nama

Tenda Tan,ganTanda Tangen

Nama Jabatan,Nama Jabatan,

Nama InstitusiNamaInstitusi

PENUTUP

.Pasal7

(3) Se.gal:&pe:rubahan denl aia.u pembatalan terhadap piagam b!rja sama
ini akan diatur bersama lremudian oIeh Pihak Perlama dan Pihak
Kedua,

(ll) ApabiJ:a tezja.cD hal-hal Y8l'lgdi IuS' kekuasaa:n ke.dua belah pihak atau
force majeure, dapat dipertimban,gkan kemungkinan p:erubahan
tempat dan waktu pelakssnElSlD tugas pekier,jaan denpn p:erSle.tujuan
~u8i. b.e1ah pihak.

(2) Yang termasuk force majeure ad.ala:h
a. benca:na alam;
b. tin:lakan pemerintah di bidang fiskal dan mone:te.r;
c. keadaan Ireamenan ya:c.g tidak m~.

LAIN-LAIN

PasaJ6

PENYELESAIAN PERSELISHi..A.N

PasaI 5
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serta Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

a) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

(1)Pembuatan perjanjian internasional dibuat melalui

tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah,

penerimaan naskah, dan penandatanganan;

(2)Perjanjian internasional dibuat dan ditandatangani oleh

pejabat sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung

jawabnya; dan

(3)Lembaga negara dan lembaga pemerintah baik tingkat

pusat maupun daerah, yang mempunyai rencana untuk

membuat perjanjian internasional terlebih dahulu

melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai

rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri.

b) Susunan

(1)Kepala

Bagian kepala terdiri dari:

(a) Lambang negara masing-masing pihak yang

diletakkan di tengah atas;

(b)Nama pihak yang mengadakan perjanjian
internasional/ Memorandum Of Understanding
(MoU);dan

(c)judul perjanjian internasional.

(2)Batang Tubuh

Bagian batang tubuh terdiri dari:

(a) penjelasan para pihak sebagai pihak yang terikat

oleh perjanjian intemasional/MoU;

(b)keinginan para pihak;

(c) pengakuan para pihak terhadap perj anj Ian

internasional tersebut;

(d) rujukan terhadap Surat Minat /Burat Kehendak;

(e) acuan terhadap ketentuan yang berlaku; dan

(f) kesepakatan kedua belah pihak terhadap ketentuan

yang tertuang dalam pasal- pasal.

(3)Kaki

Bagian kaki terdiri dari:

(a) nama jabatan pejabat penanda tangan selaku wakil

pemerintah masing-masing, tanda tangan, dan

nama pejabat penanda tangan, yang letaknya

disesuaikan dengan penyebutan dalam judul

perjanjian ...
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Format ...

For .For-the Government of the Province/City of
.......... ........ of the Republic of Indonesia

DONE induplicate at. ,onthis ,dayoL , inthe
year , inIndonesian, and English languages,
all text being equally authentic.

Desiring to.promote goodwin and, understanding as well as favourable cooperation
between the people of the two cities/ provincies;

Reoogniring the importance of the principles of the equality and mutual benefits;

Do hereby declare our intention to establish SisterGity /Pcovi«;e Cooperation as a
basis foecooperation, in aoeordanoe with our prevailing Iaws and regulations, in
the following fields:
a Exchange of experts on order to improve the management of the

cities! provincies;
b. Trade and.promotion;
c. Adlministration and information;
d; Culture and arts;
e. Youth and sport.

The implementation of such cooperation shall be concluded in appropriate
measures indue course.

The Government of the Province City of the Republic of
Indonesia and the hereinafter referred!to. as "the Parties";

LE1'1i'ER OF 1N1'ENT
BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE/CITY OF .
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND THE ..
CONCERNlNG PROVINCE CITY

(c) penjelasan teks bahasa yang digunakan dalam

perjanjian internasional; dan

(d) segel asli.

Format Susunan dan bentuk Kesepakatan AwaljLetter of Intent

perjanjian internasional. Apabila menggunakan

tanda tangan elektronik maka penempatan tanda

tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan

tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk

perjanjian internasional;

(b) temp at dan tanggal penandatangan perjanjian
internasional;
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Article 4 ...

e. . _._•.........

c .
d.

Bl. '•••••• '••••••••
b.

Pur&=t w the pIl~~ law", end r--~ in the ~pecti= ClOUXlt:rie.:,j
~ ~~ IU fil>ll<>Im::

~ w the Le=afInt=t b~= _ '_'1 the Rqlublio: afIn.:i.oz.~ia.
and ...................•..... ~ Sil:t= ~.. [City) Coop=ati<m, Uga~ in
•••••••••••••••• _••••• OZI.••••••••••••••••••.••••

D-_tiring w p~ fa;vouzabL!: r~ af partnenhip aDd coopuaticn b~~ the
people af the =0 p~ andj

The , Republic afInd=eciao=d the .•...•........•.............•., ~
~ W ax the Puti="j

CONCERNING
SISTER PROVlNCE [Cm') COOPERA:rrON

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Brl'WEEN

THE ...................................•................•.........
REPUBUC OF INDO.NESlA.

AND
THE .............................•................

Format Susunan dan bentuk Memorandum of Understanding (MoU)
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Format ...

REPUBUC OF INDOI'iiESIA

FOR. ..................•..................

dDne in duplicated in o'n this .day of
.........,..,. In the year of .. and one in Indonesia,
..... '" , .....•..•...••... and! Endish lani:)..iBge,all texts being £quallyauthentic. In
ClIftof anydivergenceof iD.terpretation of this MemorandUmof Under:St:andini',.the
Engl.i5h text shall pra'ail..

in witnus whereof, the undersigned being dUly authorized thereof by tl1l,eir
r.espective Government, bave si.gn.edthisMemorandum of Understanding.

a. . .
b.

Entry IntoForce, Duration and Termination

Article 7

Amendment

Article 6

Settlement of Disputes

Article S

c. . _ .

a , , .
b.

Working Group

Article 4
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diletakan ...

2. Surat Kuasa

Surat kuasa terdiri dari dua jenis, yaitu surat kuasa biasa dan surat

kuasa untuk penandatanganan perjanjian internasional (fullpowers).

a. Pengertian

1) Surat kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian

wewenang kepada badan hukum/kelompok orang/

perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk

melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan;

dan

2) Surat kuasa untuk penandatanganan perjanjian intemasional

(full powers) adalah surat yang dikeluarkan oleh presiden atau

menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa.

b. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala surat kuasa terdiri dari:

a) kop surat kuasa terdiri dari logodan nama lembaga, yang

Format Susunan dan bentuk Map Untuk Naskah Dinas Perjanjian

-49-



Format ...

diletakan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
b) judulsuratkuasa;dan
c) nomor surat kuasa.

2) Batang tubuh
Bagian batang tubuh surat kuasa memuat materiyang
dikuasakan.

3) Kaki
Bagian kaki surat kuasa memuat keterangan tempat, tanggal,
bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan
para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi meterai sesuai
dengan peraturan perundang-undangan. Apabila
menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan
tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda
tangan pada contoh susunan dan bentuk surat kuasa.
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Format ...

Kota sesuai
dengan alamat
Lembagadan
tanggal pe­
nandatangBD-

an

Memuat
pemyataan
tentang pembe­
rim '«"ew-enang
kepada pihak
lain untuk me­
lakukan suahl
tindakan
terlentu

Yemuat
identitas yang
memberikan
kuasa

Penomoran
yang berurutao
dalam satu
tabun kalcndcr

Logo dan nama
lembaga yang
te.lah dicetak

NIP
Nama LengkapNama Lengkap

NIP

Mate.rai dan Tanda TanganTanda Tangan

Pemberi Kuasa,Penerima Kuasa,

Jakarta, .

Surat kuasa inidibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

untuk .

alamat:

jabatao:

nama :

memberi kuasa kepada

jabatan:

alamat:

nama :

Yang bertanda tangan di bawah ini,

SURATKUASA
~OMOR ... [, ../ .. .], . ./ ...

JI. Medan Merdeka BaratNo. 15Jakarta Pusat 10110.htlpJIwwN wantannas.go.1d
T~(021)3451066,F~rrule(021)3451066

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETAR~TJENDERAL

Format Susunan dan bentuk Surat Kuasa
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a) tulisan ...

Nama Sesjen Wantannas

Republik Indonesia

Tanda. Tangan

Sebagai bukti. swat kuass ini saya tandatangani dan saya
bubuhi materai eli Jakarta pada tanggal butan tahun
dua ribu .

untuk menandatangani atas nama pemerintah Republik
Indonesia,. Nota Kesepahaman antam Pemerintah
(Provinsi/Kota/dsb.)................. Republik Indonesia dan
Pemerintah . ..a.si.ng/negara ssb"bat........ mengenai kErja
sarna.. (bidang) .

Nama Pejabat
Jabatan (Menteri/ Gubemuc /Walilmta/ dsb.]

Yang bertanda. tangan eli bawah ini. (nama pejabat) .....•
Menteri I..uat" Negeri Republik Indonesia, memberi kusS" penuh
Rpada

SURAT KUASA
NOMOR ... / .. .] .. .] .. .] ...

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRET ARIAT JENDERAL

Format Susunan dan bentuk Surat Kuasa (Full Powers)

untuk Penandatanganan MoU
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a) tulisan ...

1)Kepala
Bagian kepala berita acara terdiri dari:
a) kop berita acara, terdiri dari lambang negarajlogo dan nama

lembaga diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf

kapital;

b) judul berita acara; dan
c) nomor berita acara.

2)Batang tubuh
Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari:

3. Berita Acara
a. Pengertian

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan
bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan

pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak
dan para saksi. Berita acara dapat disertai lampiran.

b. Susunan

Name of
Secretary General of
National Resilience Council of
the Republik of Indonesia

(Tanpa Cap)

Signature

INWTINESSWHEREOF, I have signed and sealed thisFull Powers in Jakarta on this day
of.. in the year two thousand .

!Q. sign on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, the Memorandum of
Understanding between the Government of Republic of Indonesia and the
Government ........ asinglnegara sahabat. ....... concerning (bidang)......... coorperation.

Name of Official
Jabatan (SecretaryGeneral)

The undersigned, (nama pejabat) , Secretary General of National Resilience
Council of the Republic of Indonesia, fully authorizes.

FULL POWERS

NATIONAL RESll...IENCE COUNCll... OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
SECRETARIAT GENERAL

Format Susunan dan bentuk Surat Kuasa
Untuk Penandatanganan MoU(dalamBahasa Inggris)
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diletakan ...

c. Lampiran BeritaAcara
Lampiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi
antara lain laporan, notulasi, memori, daftar seperti daftar

asetj arsip yang terkait dengan materi muatan suatu berita acara.

a) tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan
para pihak yang membuat berita acara;

b) substansi berita acara;
c) keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan
d) penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat

dengan sebenar-benarnya.
3)Kaki
Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan
penandatanganan nama jabatan Zpejabatdan tanda tangan para
pihak dan para saksi.
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1) Kepala

Bagian kepala surat keterangan terdiri dari:

a) kop surat keterangan, terdiri dari logo dan nama lembaga

diletakan ...

4. Surat Keterangan

a. Pengertian

Surat keterangan adalah naskah dinas yang berisi informasi

mengenai hal, peristiwa, atau tentang seseorang untuk kepentingan

kedinasan.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat keterangan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

Tanda tangan
para pihak dan
para saksi

Kola sesuai
de.ngan a1amat
lem.bap

Me.mual
kegiatan yang
dilaksanakan

Yemuat
identitas para
pihakyang
melaksanalam
kegiatan

Peoomoran yang
berurutan dalam
satu tahun
kalender

Logo dan nama
lembaga yang
telah dicetak

Tandatanpn

NamaLendtaP .

Mengetahuj/l1engesahkan
NamaJabat.n,

NamaLengkap .

Tanda Tangan

~ama Lengkap .

Pihak Perlama,Pibak Kedua,

Tanda T8DgaD

Ihbuat eli .

&rita acara inidibuat denpn sesunccuhnya berdas.arlam

2. dan sete.rusDya.

1. . .

dan

2. . _..-IPihak Iain) , s~teya disebut Pibak

Kedua, teIahmelaksanakan

1. ._ (nama pttiabatl •........ (:flP cianjabatan). s~tn,ya dis.ebut Pibak
Perlama,

Padahari ini, , tanlZal ......• bulan .....• tahun _.• kamimasing-
masing:

BERITA ACARA
iimlOR ...1 .. 1...1..,/ ...

JI. MedanMerdeKa Baral No 15 Jakarta ?usat 10110 - htlpJIWwwwanlannas.go.id
Telepon (021) 3451066, Faksimde (021) 3451066

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL

Format Susunan dan Bentuk Berita Acara
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Format ...

diletakan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital;
b) judul surat keterangan; dan
c) nomor surat keterangan.

2) Batang tubuh
Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang
menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang
seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya
surat keterangan.

3) Kaki
Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat,
tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama
pejabat yang membuat surat keterangan tersebut. Posisibagian
kaki terletak pada bagian kanan bawah. Apabilamenggunakan
tanda tangan elektronik maka penempatan tanda tangan
elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada
contoh susunan dan bentuk surat keterangan.
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Format ...

KDta sesua.i
denf:llD alamat
Lembap dan
tanggal pe­
nandatanganan

Memuat informa­
si men&ftlai
suatu hal atau
seseonmg untuk
kepentingan
kedinasan

Memust
identitas yang
diberi
keterangan

Ltemuat
idl!Dtitas yang
memberikan
keteranf:llD

Peoomoran yang
berurutan daJam
satu tabun kalender

Lo(l)dan nama
lembaf:ll yang
telah dicetak

Jakarta., .

Pejabat Pembuat Keterangan,
Tanda.Tangan dan cap Lembaga

Nama Lengkap

nama .
NIP .
pan.g1ait/golongan : .
jabatan .
dan seterusnya

dengan ini menerangkao bahwa

...........................................................................

nama
NIP
jabatan

Yang bertanda. tangan di bawah ini,

SURAT KETERANGAN
NOMOR ...] ... / .. .] .. ./ ...

JI. Medan Merdeka Bara! No 15 Jakarta Pusa110110· htlp:JJwww.wantannas.go.ld
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETAmATJENDERAL

Format Susunan dan Bentuk Surat Keterangan tentang Seseorang
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Bagian ...

1)Kepala

5. Surat Pengantar

a. Pengertian

Surat pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk

mengantar /menyampaikan barang atau naskah.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang

mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang, dan

tanggung jawabnya.

c. Susunan

Kotasesuai
dengan alamat
Lembaga. dan
tanpl pe­
nanclatanpnan

Memuat infurma­
si mengmai
suatu bal &taU
seseoranguntuk
kepentingan
kedinasan

Memuat
identitas yang
diberi
kete.ra.ngan

Memuat
identitas yang
memberllcan
ketenmgm

Penomoran yang
berurutan dalam
satu tahun kalender

LofPdan nama
lembaga. yang
telab dicetak

Jakat1a .

Pejabat Pembuat K.eterangan,

Tanda Tangan dan Cap Lembaga

Nama Lengkap

Demj1cjrm surat keterangan ini dibuat untuk digunakan
sebagaimaDa mestinya.

dengan tnt menerangkan bahwa pada han 101
.......tanggal.....tahun ....jam .....telah terjadi hal/peristiwa:

nama
NIP
Jabatan

Yangbertanda tangan di bawah ini,

SURAT KETERANGAN
NOMOR ..•/ •../ ... / .../ ...

JI.Medan Merdeka Baral No. 15 Jakarta Pusal 10110 - http:Jtwww.wantannas.go.id
T~(021)3451066,~~(021)3451066

DeWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIA T JENDERAL

Format Susunan dan Bentuk Surat Keterangan tentang Hal/Peristiwa
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Format ...

Bagian kepala surat pengantar terdiri dari:
a) kop surat pengantar;
b) nomor;
c) tanggal;
d) nama jabatarr/ alamat yang dituju; dan
e) tulisan surat pengantar yang diletakkan secara simetris.

2)Batang tubuh

Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri
dari:
a) nomor urut;
b) jenis yang dikirim;

c) banyaknya naskah/barang; dan
d) keterangan.

3) Kaki

Bagian kaki surat pengantar terdiri dari:
a) Pengirim yang berada di sebelah kanan, yang meliputi:

(1) namajabatan pembuat pengantar;
(2) tanda tangan;

(3) nama dan NIP;dan
(4) stempel jabatarr/Iembaga.

b) Penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi:
(1) namajabatan penerima;

(2) tanda tangan;
(3) nama dan NIP;
(4) cap lembaga lembaga;

(5) nomor teleporr/faksimile; dan
(6) tanggal penerimaan.

Apabila menggunakan tanda tangan elektronik maka penempatan
tanda tangan elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda
tangan pada contoh susunan dan bentuk surat pengantar.

d. Hal yang Perlu Diperhatikan
Surat pengantar dikirim dalam dua rangkap: lembar pertama untuk

penerima dan lembar kedua untuk pengirim.
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pengumuman ...

1)Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri dari:

a) kop pengumuman terdiri dari logo dan nama lembaga, yang

ditulis dengan huruf kapital secara simetris;

b) tulisan pengumuman dicantumkan di bawah logo lembaga,

yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris dan nomor

6. Pengumuman

a. Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan

tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabatj pegawaij

perseoranganjlembaga baik di dalam maupun di luar Wantannas.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

c. Susunan

No. TeJepon ..

Nama Lengkap
NIP ..

Nama Lengkap
NIP ..

Tanda Tangan dan Cap LembagaTanda tangan

Pengirim
Namajabatan.

Penerima
Nama jabatan.

Nama jabatan
dan nama
lenckaP yang
ditutis dalam
huruI __al
kapital

Diterima tanggaL ..

KeteranganBanyaknyaNaskah Dinas yang
Dikirimkan

No.

SURAT PENGANTAR
NOMOR ... / ... / ... / ... / ...

Alamat tujulUl
yancdapat
ditutis dj
bacian Iciri

Yth. ..

Tempe dan
tancgaI
pembuatan
sural

.... (Tgl.•Bln.•Thn.'

Jl Medan Merdeka Bara! No 15 JaIUwta Puset 10110 - tlJpJIWwwwanIannas.!IOJd
Telepon (021)34510116. FlIksmoIe (021)345106&

::'iamaclan
aIamat lambllP
yangtelah
dicetak

DEWANKETAHANANNASIONAL RI
SEKRETARiATJENDERAL

Format Susunan dan bentuk Surat Pengantar
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format ...

pengumuman dicantumkan di bawahnya;
c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis
dengan huruf kapital secara simetris; dan

d) rumusan judul pengumuman, yang ditulis dengan huruf
kapital secara simetris di bawah tentang.

2)Batang tubuh
Batang tubuh pengumuman hendaknya terdiri dari:
a) alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;
b)peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan
c) pemberitahuan tentang hal tertentu.

3)Kaki
Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang
terdiri dari:
a) tempat dan tanggal penetapan;
b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan
huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;

c) tanda tangan pejabat yang menetapkan, apabila menggunakan

tanda tangan elektronik maka penempatan tanda tangan

elektronik disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada

contoh susunan dan bentuk pengumuman;
d) nama lengkap yang menandatangani, yang ditulis dengan
huruf awal kapital; dan

e) cap dinas.
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2) Batang ...

Kota sesuai
dengm alamat:
Lemba~ dan
tanp
penandatangman

Uemuat alasan,
peraturan )"aDg
ml!l\iadi dasar,
dan pemberta­
buan tentang hal
tertentu yang
dianlPP
mendesak

Judul
PengI.lII1t1m8n
)"aDgditulis
dengmburuf
kapital

1)Kepala

Bagian kepala laporan memuat judul laporan yang ditulis dalam

huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

Penomoran yang
berurutan dalam
satu tabun blender

Nama Lengkap

Tanda Tangan dan Cap Lembaga

NamaJabatan,

Dike1uarlain di .
Pada tanggal .

TENTANG

PENGUMUMAN
NOMOR .. ./ ... / .. ./ ... / ...

JI. Madan Merdeka Barat No 15 Jakarta Pusat 10110 - ht1p:lIwww.wantannas.go.id
Telepon (021) 3451066, FaksimJle (021) 3451066

7. Laporan

a. Pengertian

Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang

pelaksanaan suatu kegiatanjkejadian.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabatj staf yang diberi

tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabatj staf yang diserahi tugas.

c. Susunan

Lo", dan nama
Lemba~ }1mg
telah dicetakDEWAN KETAHANAN NASIONAL RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Format Susunan dan bentuk Pengumuman
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Format ...

2)Batang tubuh
Bagian batang tubuh laporan terdiri dari:
a) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum, maksud dan
tujuan, serta ruang lingkup dan sistematika laporan;

b)Materi laporan, yang terdiri atas kegiatan yang dilaksanakan,
faktor yang mempengaruhi, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan
yang dihadapi, dan hal lain yang perlu dilaporkan;

c) Simpulan dan saran, sebagai bahan masukan dan pertimbangan;
dan

d)Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapanj
permintaan arahanjucapan terima kasih.

3)Kaki

Bagian kaki laporan ditempatkan di sebelah kanan bawah dan terdiri
dari:
a) tempat dan tanggal pembuatan laporan;
b)nama jabatan pejabat pembuat laporan, yang ditulis dengan huruf

awal kapital;
c) tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronikmaka

penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan
peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk laporan;

dan
d)nama lengkap, yang ditulis dengan huruf awal kapital.
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b) kata ...

1) Kepala

Bagian kepala memorandum serah terima jabatan terdiri dari:

a) kop Memorandum berisi tulisan Dewan Ketahanan Nasional RI

Sekretariat Jenderal dan di bawahnya ditulis nama unit kerja

secara simetris dengan huruf kapital;

8. Memorandum Serah Terima Jabatan

a. Pengertian

Memorandum serah terima jabatan merupakan naskah dinas internal

yang dibuat oleh pejabat yang telah selesai melaksanakan tugas dan

fungsinya kepada pejabat pengganti yang berisi laporan mengenai

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari jabatan struktural yang

diarnanahkan dan informasi kedinasan lainnya.

b. Susunan

Kota sesuai
dengan alamat
lembaga,
tanggal
pe.nandatanga
nan, nama
jabafan, tanda
tangan, dan
nama lengkap.

kedinas.an
tugas

Memuat
Laporan
tentang
pelaksanaan

Judul Laporan
yang ditulis
dengsn huruf
kapital

Logodan
nama. lembll&&
yang telah
cticetak

Nama Lengkap

Tanda Tanpn Dan Cap Lembaga

Nama Jabatan Pembuat Laporan,

Dibuat d.i .
pada tanggal ._._ .

E. Penutup

D_ Simpulan dan Saran

C_ Hasil )'&nC Dicapai

A_ P..nd.buluan
L Umum
2_ Mllksud dan Tujuan
3_ RUangLindrup
4_ Dasm-

JI. Madan Merdeka Saral No. 15 Jak8I1a Pusa! 10110 - httpJIwww.wantannas.go.id
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETA~TJENDERAL

Format Susunan dan bentuk Laporan
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Format ...

3) Kaki

Bagian kaki memorandum serah terima jabatan ditempatkan di

sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:
a) nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya

memorandum serah terima jabatan;

b) nama jabatan pejabat yang menandatangani memorandum
serah terima jabatan ditulis dengan huruf awal kapital pada

setiap awal kata dan diakhiri dengan tanda baca koma (;);
c) tanda tangan pejabat, apabila menggunakan tanda tangan

elektronik maka penempatan tanda tangan elektronik
disesuaikan dengan peletakan tanda tangan pada contoh
susunan dan bentuk memorandum; dan

d) tembusan (jika perlu), berada pada sisi kiri bawah margin dan
diikuti dengan tanda baca titik dua (:).

2) Batang tubuh
Bagian batang tubuh memorandum serah terima jabatan terdiri

dari:
Batang tubuh memorandum serah terima jabatan terdiri atas alinea
pembuka, alinea isi, dan alinea penutup yang singkat, padat, dan
jelas.

b) kata Memorandumditulis secara simetris dibawah kop Naskah
Dinas dengan huruf kapital;

c) nomor, ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
d) kata yth., ditulis dengan huruf awal kapital diikuti dengan tanda

baca titik dua (:);dan
e) kata hal, ditulis dengan huruf awal capital diikuti dengan tanda

baca titik dua (:).
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b) uraian ...

atas;

1) Kepala

Bagian kepala telaahan staf terdiri dari:

a) judul telaahan staf dan diletakkan secara simetris di tengah

a. Pengertian

Telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau

staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan

dengan memberikan jalan keluar / pemecahan yang disarankan.

b. Susunan

9. Telaahan Staf

ill..d§ Tangan

Nama Pruab~t

(temPA tgJ, !lln. !tm)
wN....a...,m;;:;a J_abali!l,

yth-Hal

MEMORANDUM
NOMOR 1...•. .IBULANfT AHUN

-_.

Format Susunan dan Bentuk Memorandum
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Format ...

b) uraian singkat tentang permasalahan.
2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari:
a) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang

persoalan yang akan dipecahkan;
b) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan,

berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan
situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan kejadian di
masa yang akan datang;

c) Fakta yangmempengaruhi,yangmemuat fakta yangmerupakan
landasan analisis dan pemecahan persoalan;

d) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan
dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya,
pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat
dilakukan;

e) Simpulan, yangmemuat intisari hasil telaahan, yangmerupakan
pilihan cara bertindak atau jalan keluar; dan

f) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan

jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang
dihadapi.

3) Kaki
Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah,
yang terdiri dari:
a) nama jabatan pembuat telaahan staf, yang ditulis dengan huruf

awal kapital;

b) tanda tangan, apabila menggunakan tanda tangan elektronik
maka penempatan tanda tangan elektronik disesuaikan dengan
peletakan tanda tangan pada contoh susunan dan bentuk

telaahan staf;
c) nama lengkap; dan
d) daftar lampiran (jikadiperlukan).
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b. Susunan ...

10.Notula
a. Pengertian

Notula merupakan catatan singkat (ringkas) mengenai jalannya

persidangan atau rapat serta hal yang dibicarakan atau diputuskan,

Notula dibuat dan ditandatangani oleh notulis.

N:amaLen~p

Ta.n.daT~

Nama. Jabatan. Fembuat Telaahan. Stat

Ba.gian. saran memuat secara ringkas dan [elas tentang saran tindakan untuk
m~ta:si persoalan yang dihadapL

V1L Saran.

~8n simpulan mmluat intisari basil d:i.skusi dan p:ilihan. dan satu cars
berti:ndakstaujalan kieluar seba&ripemeca.hanpersoalan yangdibadapi.

V. Simpulan.

Ba,fjan. il1li memuat anali's.i:s pengaruh praan{i!Jlpan dian. fakbs. tJerbadap
persoalan serta. akibatnya, bambatan serta ~~ dan, keru§annya, sarta
pemecahan atau cars bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan.

IV. Analisis

Ba,gj.an fakta yang mempen~i memuat fakta yang maupakan. l.andssan
SlIialisi:s dla.n pemeca.hsnper5aalan..

m. FB.kta. yangMemp~i

Pr~pan menuat d~ yang berala.sa.n.berds.sa:rksn. data dan. saling
berhu'bun§m. sesuai den,gan. situasi yang dihadapi dan. maupa.kan
kiemungkinan. ki~ad:i:andlmas:a mendlatang..

Ba~8n peeoalan memuat pemyataan s:in~t dan jelas ten~ persoalan yang
akan. dipecshksn.

T.KI..A.AHA.Ni STAY
TEmANG

Format Susunan dan bentuk Telaahan Staf
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Format ...

b. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala notula terdiri dari:

a) kepala notula yang berisi logo Wantannas, tulisan Dewan

Ketahanan Nasional RI Sekretariat Jenderal, dan alamat Setjen
Wantannas yang diletakkan secara simetris dengan
menggunakan huruf kapital;

b) garis pemisah horisontal dengan panjang sarna dengan lebar
ruang penulisan notula;

c) tulisan notula dicantumkan di bawah tulisan DewanKetahanan
Nasional Sekretariat Jenderal, ditulis dengan huruf kapital
secara simetris; dan

d) Judul notula sesuai dengan nama kegiatan.
2) Batang tubuh

Bagian batang tubuh notula terdiri dari:
a) dasar, berisi surat undangan yang mendasari pelaksanaan

rapat;
b) pelaksanaan, berisi hari dan tanggal, waktu dan tempat

pelaksanaan rapat, agendajtopik pembahasan dan nama
pimpinan rapat, daftar peserta dan daftar nama Narasumber
(jika ada);

c) topik pembahasan, berisi uraian mengenai pembukaan dan
rincian pembahasan; dan

d) kesimpulan.

3) Kaki
Bagian kaki notula ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang

terdiri dari:
a) kata "Notulis"diikuti tanda baca koma (,);

b) tanda tangan notulis;
c) Nama lengkap notulis; dan
d) daftar lampiran berupa fotoj dokumentasi kegiatan.
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BAB III ...

Nama lengkap
ditulis dengan
hurufawal
kapital, tidak
dibubuhi cap
dinas

Memuat
Kesimpulan

Memuat
Topik
pembahasan
rapal.

Waktu
pelaksanaan
rapat, Tempat
pelaksanaan,
Agenda, Nama
Pimpinan,
Peserta dan
Narasumber
Rapat.

OasarHukum
pembuatan
notula

Judul Notula di
isi dengan
nama kegiatan

*Lampiran berupa fotoldokumentasi rapat di halaman berikutnya

Nama Lengkap

(tanda tangan)

Notulis,

4. KesimpuJan

2. Pelaksanaan:
a. HariITanggal
b. Pukul
c. Tempat
d. Agenda
e. Pimpinan
f. Peserta Rapat
g. Narasumber : (Jika ada)

3. Topik Pembahasan

c. . ; dan
d. . .

a. . __ ,
b.

1. Oasar:

NOTULA

JI. Medan Merdeka Sarat No. 15 Jakarta Pusat 10110 -
http://www.wantannas.go.id

Telepon (021) 3451066, Faksirnile (021) 3451066

DEWAN KETAHANAN NASIONAl RI
SEKRETARIAT JENDERAl

Format Notula
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c. Penggunaan ...

Pembuatan Naskah Dinas perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Diciptakan atau dibuat dan dikirim oleh pihak yang berwenang;

2. Bentuk, susunan, pengetikan, lSI, struktur dan kaidah Bahasa

menggunakan Bahasa yang formal, logis, efektif, singkat, padat, dan

lengkap sehingga mudah dipahami;

3. Dilaksanakan pengamanan terhadap Naskah Dinas sesuai dengan

klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas; dan

4. Pembuatan Naskah Dinas dilakukan dengan menggunakan media rekam

kertas atau media rekam elektronik. Dalam hal pembuatan Naskah Dinas

dilakukan dengan menggunakan media rekam elektronik, maka

pembuatan Naskah Dinas dilaksanakan melalui Aplikasi Umum Bidang

Kearsipan Dinamis atau Aplikasi pengolah kata dan/ atau data.

B.Prinsip Pembuatan Naskah Dinas

1. Ketelitian

Dalam membuat naskah dinas harus mencerminkan ketelitian dan

kecermatan, baik dalam bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur, kaidah

bahasa, dan penerapan kaidah ejaan di dalam pengetikan.

2. Kejelasan

Naskah dinas harus memperlihatkan kejelasan maksud dari materi yang

dimuat dalam naskah dinas.

3. Logis dan Singkat

Naskah dinas harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, logis

secara efektif, singkat, padat, dan lengkap sehingga mudah dipahami bagi

pihak yang menerima naskah dinas.

4. Pembakuan

Naskah dinas harus taat mengikuti aturan baku yang berlaku sehingga

dapat menjamin terciptanya arsip yang autentik dan reliable.

Setiap naskah dinas harus merupakan intisari dari pemikiran yang

ringkas dan jelas sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya naskah dinas

yang disusun secara sistematis. Dalam pembuatannya perlu memperhatikan

syarat-syarat sebagai berikut:

A.Persyaratan Pembuatan Naskah Dinas

BABIII

PEMBUATANNASKAHDINAS
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D. Penomoran ...

3. Penggunaan LambangNegaradan Logodalam KerjaSama
a. Dalarn kerjasarna yang dilakukan antar pemerintah (0 to 0),

menggunakan map naskah dinas dengan lambang negara.
b. Tata letak logo dalam perjanjian kerja sarna sektoral, baik antar

kementerianjkabupatenjkota (di dalam negeri), logo diletakkan di

atas map naskah perjanjian.

2. Penggunaan Logo
a. Logo Wantannas adalah tanda pengenal atau identitas berupa

simbol atau huruf Wantannas yang digunakan dalam Tata Naskah
Dinas sebagai identitas lembaga agar publik lebih mudah

mengenalnya.
b. LogoWantannas digunakan oleh pejabat berwenang sesuai dengan

tugas, wewenangdan tanggungjawabnya sampai dengan pimpinan

tinggi pratama.
c. Logoditempatkan di sebelah kiri kepala surat pada naskah dinas.

1. Penggunaan Lambang Negara
Ketentuan penggunaan LambangNegarauntuk Tata Naskah Dinas adalah
sebagai berikut:

a. Larnbang Negara digunakan dalarn Tata Naskah Dinas sebagai

tanda pengenal atau identifikasiyang bersifat tetap dan resmi.
b. Selain Lambang Negara atau Logo, Naskah Dinas dapat

ditambahkan atribut tertentu sesuai dengan karakteristik atau
kebijakan Wantannas.

c. Lambang Negara digunakan pada naskah dinas yang
ditandatangani sendiri oleh Sekretaris Jenderal Wantannas atau
pejabat yang bertindak atas nama Sekretaris Jenderal Wantannas.

d. Larnbangnegara ditempatkan pada bagian atas kepala surat secara
simetris pada naskah dinas.

Lambangnegara, logo,dan cap dinas digunakan dalarn tata naskah dinas
sebagai tanda pengenal atau identifikasiyang bersifat tetap dan resmi. Untuk
memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan tata naskah dinas di
seluruh jajaran aparatur pemerintah, perlu ditentukan penggunaan larnbang
negara, logo,dan cap dinas pada kertas surat dan amplop.

C. Penggunaan Lambang NegarajLogoLembaga
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2. Format ...

PERATURANSEKRETARIATJENDERALDEWANKETAHANANNASIONAL
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

Format:
1. Format Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas pengaturan
(peraturan perundang-undangan):

d. Tahun terbit.
5. Penomoran naskah dinas khusus menggunakan angka arab dengan

memuat unsur nomor dan tahun terbit.

a. Kodeklasifikasi;
b. Nomor; dan
c. Tahun terbit.

3. Penomoran naskah dinas korespondensi internal menggunakan angka arab

dengan memuat unsur:
a. Kodeklasifikasi;

b. Nomor; dan
c. Tahun terbit.

4. Penomoran naskah dinas korespondensi eksternal menggunakan angka
arab dengan memuat unsur:
a. Kategori klasifikasi keamanan;
b. Kodeklasifikasi;
c. Nomor;dan

D. Penomoran Naskah Dinas
Penomoran pada naskah dinas merupakan bagian penting dalam proses

penciptaan arsip. Oleh karena itu, susunannya harus dapat memberikan
kemudahan penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip.
1.Penomoran naskah dinas pengaturan dan naskah dinas penetapan
menggunakan angka arab.

2. Penomoran naskah dinas penugasan menggunakan angka arab dengan
memuat unsur:
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E. Penggunaan ...

Tahun Terbit

Bulan (dalam huruf romawi)

Kode klasifikasi arsip

Nomor Urut Naskah Dinas

Kode klasifikasi keamanan yang Bersifat
Rahasia

T-- '-- -

__.

R/01/KP.0 1/IV/2021

5. Contoh Format Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas
korespondensi ekstern (surat dinas):

Keterangan :

190 : Nomor urut Nota Dinas dalam satu tahun kalender

KH.01 : Kode Klasifikasi
XI : Bulan Ke-11 (November)

2021 : Tahun 2021

Nomor: 190/KH.O1/XI/2021

4. Contoh Format Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas

Korespondensi Intern (nota dinas):

: Kode Klasifikasi;
: Nomor Urut Surat;
: Tahun terbit

Keterangan:

KP.OO.OO
2350
2021

SURATPERINTAH/SURATTUGAS
NOMORKP.OO.OO/2350 /2021

3. Contoh Format Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penugasan:

KEPUTUSANSEKRETARISJENDERALDEWANKETAHANANNASIONAL
NOMOR... TAHUN...

TENTANG

2. Format Susunan dan bentuk Penomoran Naskah Dinas penetapan
(Keputusan) :
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3) Naskah ...

E. Penggunaan Kertas, Amplop dan Tinta

Kertas, amplop, dan tinta merupakan media! sarana surat-rnenyurat untuk

merekam informasi dalam komunikasi kedinasan dengan menggunakan

media rekam kertas.

1. Kertas Surat

a) Kertas yang digunakan dalam pembuatan naskah dinas

pengaturan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier (HVS);
2) ukuran F4; dan
3) standar Kertas Permanen.

b) Standar Kertas Permanen sebagaimana dimaksud pada point a)
meliputi:

1) Gramatur minimal 70 gram! m2;
2) Ketahanan sobek minimal 350 mN;

3) Ketahanan lipat minimal 2,42 (metode schoppen atau 2,18
(metodeMIT);

4) pH pada rentang 7,5-10;

5) Kandungan alkali kertas minimal 0,4 mol asarrr/kg;
6) Daya tahan oksidasi mengandung bilangan kappa minimal

5.
c) Pembuatan naskah dinas dari draf hingga nett yang dibubuhi

paraf tidak boleh menggunakan kertas bekas karena naskah

dinas dari draf sampai dengan ditandatangani merupakan satu

berkas arsip.
d) Kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas

korespondensi merupakan kertas jenis Houtvrij Schrijfpapier
(HV8), ukuran A4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh

puluh) gram/m2.
e) Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam

pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan
dengan memperhatikan ketahanan kertas dalam hal Naskah
Dinas memiliki jangka waktu simpan yang lama atau memiliki
nilai guna kesejarahan.

f) Kertas yang digunakan untuk naskah dinas ukurannya

disesuaikan dengan jenis naskah yang terdiri dari:

1) Naskah dinas arahan menggunakan kertas F4 berukuran

210 x 330 mm;

2) Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas A4yang

berukuran 297 x 210 mm (81/4 x 11% inci);
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Contoh ...

2. Amplop

Amplop adalah sarana kelengkapan penyampaian surat, terutama untuk

surat keluar lembaga. Ukuran, bentuk, dan warna amplop yang

digunakan untuk pendistribusian naskah dinas dengan media rekam

kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan

surat-menyurat di lingkungan lembaga, diatur sesuai dengan keperluan

lembaga masing-masing dengan mempertimbangkan efisiensi.

a) Ukuran

Ukuran amplop yang digunakan untuk pengiriman naskah dinas

disesuaikan dengan jenis, ukuran dan ketebalan naskah dinas

yang akan didistribusikan.

b) Warna

Amplop naskah dinas menggunakan kertas berwarna putih atau

coklat muda.

c) Penulisan Alamat Pengirim dan Alamat Tujuan

Pada amplop harus dicantumkan alamat penginm dan alamat

tujuan. Alamat pengirim berupa lambang negara/Jogo lembaga,

nama lembaga/jabatan, serta alamat lembaga, sedangkan alamat

tujuan naskah dinas ditulis lengkap dengan nama

jabatarr/Iembaga dan alamat lembaga.

d) Cara Melipat dan Memasukkan Surat ke dalam Sampul

Surat din as yang siap untuk dikirim dilipat sesuai ukuran amplop

dengan mempertemukan sudut lipatannya agar lurus dan rapi

dengan kepala surat menghadap ke depan ke arah

penerima/ pembaca surat. Pada amplop yang mempunyai jendela

kertas kaca, kedudukan alamat tujuan pada kepala surat harus

tepat pada jendela amplop.

3) Naskah dinas khusus menggunakan kertas A4 yang

berukuran 297 x 210 mm ( 8% x 11% inci);

4) Laporan menggunakan kertas A4 yang berukuran 297 x

210 mm ( 81/4 X 11% inci); dan

5) Telaahan staf menggunakan kertas A4 yang berukuran 297

x 210 mm (8If4 x 11% inci).
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Lambang ...

3. Tinta
Jenis tinta yang digunakan pada naskah dinas merupakan tinta pigment

(durabrite). Dalam hal terdapat kebutuhan penggunaan tinta di luar jenis
tinta yang telah ditentukan, maka jenis tinta tersebut dapat disesuaikan
dengan kebutuhan.

F. Bentuk dan Spesifikasi KopNaskah Dinas Jabatan.

1. Bentuk dan Spesifikasi Kop Naskah Dinas Jabatan dengan Lambang

Negara.

Bentuk kop naskah dinas jabatan menggunakan lambang negara

berwarna kuning emas, dengan ukuran tinggi21,50 mm dan lebar 20,24

mm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada sampul yang
menggunakan jende1a kertas
kaca, ala:mat tujuan pada
kepala su:ra:t harus tepat di
balik:jende1a ke.rtas mea

Ketiga. swat dimasukkan
Ire dalam sampul dengan
bagian kepa1a swat
mengbadap Ire depan Ire
arah pembaca. penerima

Kedua, sepertiga bagian. alas
lembamn klrtas surat
dilipat Irebe1akang

( )

.----

~

-----=.~:.-os.:..
. - -­-·1----=--===="!:'"== ...-~~

-­_.-.o

o

Lembar Kertas Surat

Pertama, sepertiga bagian
bawah lembaran kertas
surat dilipat Ire depan

!

--,::,::-====---=--=-",--'1;:1:'~..-~ -- -..--
"'~~~ -----....-~....--...--'\-a-.--....- .....-~ ....---.. ~::;:.='¥.=.-........~~----v--~--vs---~
--
- _ ..--
:v- =--- -- --­_._o

Contoh Alur dan Cara MelipatKertas Surat
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b) Jenis ...

G. Ketentuan Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

a) Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian,

estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan memperhatikan ketentuan

sebagai berikut:

1) Jarak antarajudul dan isi adalah dua spasi.

2) Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan

baris kedua adalah satu spasi.

3) Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan.

JI. Madan Merdeka Barat No. 15Jakarta Pusat 10110-httpJ/www.wantannas.gojd
~(021)3451066.~~(021)3451066

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL

2. Format Bentuk dan SpesifikasiKop Naskah Dinas Jabatan dengan Logo

Wantannas

Format:

DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL

•~---------------------------------------------------------------------~I ,
I •

-----------AF----t 5,00 mm
------------

21,50 mm

,20,24 mm 20,00 mm
'4 . ..'- .. --------- ...--, ,

Lambang negara terletak simetris di tengah kertas yang berjarak 20 mm

dari tepi atas kertas dan berada di tengah tulisan namajabatan. Tulisan

nama jabatan dicetak tebal dengan huruf kapital yang terletak 5 mm di

bawah lambang negara.

Format:
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dibiarkan ...

H.Penentuan Batas / RuangTepi
Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas,

diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh

karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada

tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang

- 2 -
media elek:troruk .
............ dst..

Kata pertama pada halaman 2 baris paling atas kiri adalah media

elektronik ...dst.

Media... ~ KataPenyambung

b) Jenis dan Ukuran Huruf
1) Jenis huruf dan ukuran yang digunakan pada kop naskah dinas

adalah Tahoma dengan ukuran 12.
2) Jenis huruf dan ukuran yang digunakan untuk naskah dinas arahan

adalah bookman old style dengan ukuran 12.
3) Jenis huruf dan ukuran pada naskah dinas korespondensidan naskah

dinas khusus menggunakan huruf Arial dengan ukuran 12.
c) Kata Penyambung

Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks
masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu
halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman, pada baris
terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata
penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis
sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari
halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau dicetak

miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung

tidak digunakan untuk pergantian bagian. Dalam pembuatan Naskah
Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata
penyambung.

Contoh Format Penulisan Kata PenyambungPada Halaman 1Baris Paling
Bawah adalah media...
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L.Tanda Tangan, Paraf dan Cap Dinas

1. Tanda Tangan

Pemberian tanda tangan pada naskah dinas berfungsi sebagai alat

autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan serta

keauntentikan, keterpereayaan dan keutuhan informasi. Tanda tangan

terdiri ...

K.Lampiran

Lampiran pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas harus
ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. Lampiran pada Naskah Dinas
dengan media rekam kertas elektronik yang terpisah dari Naskah Dinas
pengantar harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. Dalam hal
lampiran Naskah Dinas memiliki lebih dari satu halaman, setiap halaman
lampiran harus diberi nomor halaman dengan angka arab.

J.Tembusan
Tembusan surat bagian ini dieantumkan di sebelah kiri bawah, yang

menunjukan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut.

1. NomorHalaman

Nomorhalaman naskah dinas ditulis dengan menggunakan nomor urut
angka Arab dan dieantumkan seeara simetris di tengah atas dengan
membubuhkan tanda hubung (-) sebelum dan setelah nomor, keeuali
halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak
perlu meneantumkan nomor halaman.

dibiarkan kosong. Penentuan ruang tepi dilakukan berdasarkan ukuran yang
terdapat pada peralatan yang digunakan untuk membuat naskah dinas,
yaitu:
1.ruang tepi atas: apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi dibawah
kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurang-kurangnya 2 em dari
tepi atas kertas;

2. ruang tepi bawah: sekurang-kurangnya 2,5 em dari tepi bawah kertas;
3. ruang tepi kiri: sekurang-kurangnya 3 em dari tepi kiri kertas; dan
4. ruang tepi kanan: sekurang-kurangnya 2 em dari tepi kanan kertas.
Catatan:
Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas
bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu
naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam
paragraf)hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.
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2) Paraf ...

2. Paraf
a. Pembubuhan Paraf Secara Hierarkhis.

1) Naskah dinas sebelum ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang konsepnya harus diparaf terlebih dahulu oleh pejabat

yang berwenang dibawahnya;

terdiri dari:
a. Tanda tangan basah, digunakan pada naskah dinas dengan media

rekam kertas; dan
b. Tanda tangan elektronik, digunakan pada naskah dinas dengan media

reka elektronik. Tanda tangan elektronik memilik kekuatan hukum
dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
1) data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada

Pejabat Penanda Tangan;
2) data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses

penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Pejabat
Penanda Tangan;

3) segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi
setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

4) segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait
dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu
penandatanganan dapat diketahui;

5) terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa
Pejabat Penanda Tangannya; dan

6) terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa pejabat
penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Naskah
Dinas dengan media rekam elektronikyang terkait.

c. Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada naskah dinas berlaku

ketentuan sebagai berikut:
1) Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan

bentuk Kode QR (QR Code) yang disertai nama pejabat

penandatangan dan nama jabatan;
2) Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan

kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
3) pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat

melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis, media daring

atau media luring; dan
4) menggunakan SertifikatElektronikyang dibuat olehPenyelenggara

Sertifikasi Elektronik Indonesia.
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KOLOM...

PARAFKOORDINASI

DEPUTI BID .......

DEPUTI BID .......

DEPUTI BID .......

DEPUTI BID .......

STAFAHLI BID ........

Contoh Format Bentuk KolomParaf Koordinasi:KOLOM
PARAFKOORDINASIUNTUKESELONI

2) Paraf sebagaimana dimaksud pada point 1) merupakan bentuk
koordinasi berjenjang antar pejabat sebelum dilakukan
penandatanganan.

3) Fitur paraf dalam naskah dinas dengan media rekam elektronik
dapat berbentuk catatan riwayat (log history) naskah dinas dalam
basis data (database) sebelum dilakukan penandatanganan oleh
pejabat yang berwenang.

4) Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan
menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf;

5) Naskah dinas dengan media rekam kertas yang konsepnya terdiri
dari beberapa halaman, harus diparaf terlebih dahulu pada setiap
lembar naskah dinas oleh pejabat yang menandatangani dan
pejabat padajenjang dibawahnya; dan

6) Letak pembubuhan paraf diatur sebagai berikut:
a) Untuk paraf pejabat yang berada satu tingkat di bawah pejabat

penandatangan naskah dinas berada di sebelah kanan/ setelah
nama jabatan penandatangan;

b) Untuk paraf pejabat yang berada dua tingkat di bawah pejabat
penandatangan naskah dinas berada di sebelah kiri/sebelum
nama jabatan penandatangan; dan

c) Untuk paraf pejabat yang berada tiga tingkat disebelah paraf
pejabat yang di atasnya.

b. Pembubuhan Paraf Koordinasi.

Naskah dinas yang materinya saling berkaitan dan memerlukan
koordinasi antar unit kerja maka pejabat yang berwenang dari unit
terkait ikut serta membubuhkan paraf pada kolomparaf koordinasi.
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b. Cap ...

3. Cap Dinas

Cap dinas digunakan pada naskah dinas dengan media rekam kertas dan

tidak digunakan pada naskah dinas dengan media rekam elektronik. Cap

dinas terdiri dari:

a.. Cap jabatan yang memuat nama jabatan yang digunakan sebagai

tanda keabsahan naskah dinas. Bentuk dan spesifikasi cap jabatan

dengan lambang negara adalah sebagai berikut.

1) Cap jabatan berbentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran dengan

jari-jari R1 = 18,5 mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5 mm. Tebal

garis lingkaran R1 = +0,8 mm, R2 = R3 = +0,2 rnm.

2) Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran

kedua, di bagian atas tercantum tulisan nama jabatan Sekretaris

Jenderal yang ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan di bagian

bawah tercantum tulisan Dewan Ketahanan Nasional RI. Pada

lingkaran ketiga, terdapat lambang negara dengan ukuran 18X 19

mm. Di antara kedua tulisan tersebut diberi tanda berupa bintang

segi lima dengan ukuran sesuai huruf.

Contoh Cap Dinas Jabatan:

PARAFKOORDINASI

KARO .......

KARO .......

KARO .......

KOLOMPARAFKOORDINASIUNTUKESELONII
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M. Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat Naskah Dinas

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat

dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau

bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan perubahan,

pencabutan, pembatalan, dan/ atau ralat.

1. Pengertian

a. Perubahan

Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas

yang dinyatakan dengan lembar perubahan.

b. Pencabutan

Pencabutan adalah mencabut naskah dinas tertentu karena

bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang­

undangan yang lebih tinggi, sederajat, atau kebijakan yang baru

ditetapkan.

c. Pembatalan

Pembatalan adalah pernyataan bahwa seluruh materi naskah dinas

tidak ...

b. Cap lembaga yang memuat Lambang Negara atau Logo yang

digunakan sebagai tanda keabsahan naskah dinas. Bentuk dan

spesifikasi cap lembaga dengan logoadalah sebagai berikut.

1) Bentuk bundar, terdiri dari tiga lingkaran denganjari-jari R1 = 18,5

mm, R2 = 17,5 mm, dan R3 = 13,5mm. Tebal garis lingkaran R1 =
+ 0,8 mm dan R2 = R3 = + 0,2 mm.

2) Lingkaran pertama adalah lingkaran paling luar. Pada lingkaran

kedua, di bagian atas tercantum tulisan nama lembaga Sekretariat

Jenderal. Sedangkan di bagian bawah tercantum tulisan Dewan

Ketahanan Nasional RI Pada lingkaran ketiga, terdapat logodengan

ukuran 24,5 X 24,5 mm. Di antara kedua tulisan tersebut, diberi

tanda berupa bintang segi lima dengan ukuran sesuai dengan

huruf.

Contoh Cap Dinas Lembaga:
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BAB IV ...

tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan

dalam naskah dinas yang baru.

d. Ralat

Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi

naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang

baru.

2. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan dan Ralat

a. Naskah dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau

dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan naskah

dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

b. Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan

pembatalan adalah pejabat yang menandatangani naskah dinas

tersebut atau oleh pejabat yang lebih tinggi kedudukannya.

c. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik,

dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas.
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c. Perlakuan ...

B.Penentuan KategoriHak AksesNaskah Dinas
1. Naskah dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hak

akses diberikan kepada pimpinan tertinggi lembaga dan yang setingkat
dibawahnya apabila sudah diberikan izin, pengawas internal/ eksternal

dan penegak hukum; dan
2. Naskah dinas berklasifikasi biasa/ferbuka, hak akses diberikan kepada

semua tingkat pejabat dan staf yang berkepentingan.

A.Penentuan KategoriKlasifikasiKeamanan Naskah Dinas
Kategoriklasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari:

1. Sangat rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan
informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayahNegaraKesatuan
Republik Indonesia dan keselamatan negara;

2. Rahasia adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan
terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional,
ketertiban umum, termasuk terhadap ekonomi makro. Apabila
informasi yang terdapat dalam naskah dinas bersifat sensitif baik bagi
lembaga maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius
terhadap privacy,keuntungan kompetitif,hilangnya kepercayaan, serta
merusak kemitraan dan reputasi;

3. Terbatas adalah naskah dinas yang apabila fisik dan informasinya

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan

terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas lembaga, seperti kerugian
finansial yang signifikan; dan

4. Biasay'Terbuka adalah naskah dinas yang apabila fisik dan
informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun
terhadap keamanan negara.
Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan
dengan kepentingan dan substansi naskah dinas. Di suatu lembaga,
dimungkinkan untuk membuat sekurang-kurangnya 2 (dua)

tingkat/ derajat klasifikasi naskah dinas.

BABIV
PENGAMANANNASKAHDINAS
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b. Watermarks ...

2. Pemberian NomorSeri Pengaman dan Security Printing

Pemberian nomor seri pengaman pada naskah dinas memiliki
tujuan untuk menjamin keauntetikan dan keterpercayaan informasipada
naskah dinas. Pemberian nomor seri pengaman dilakukan sesuai dengan
perkembangan teknologi.

Security printing adalah percetakan yang berhubungan dengan
pengamanan tingkat tinggipada naskah, dengan tujuan untuk mencegah

pemalsuan dan perusakan serta jaminan terhadap keautentikan dan
keterpercayaan naskah dinas. Security printing menggunakan metode­
metode teknis sebagai berikut:

a. Kertas Khusus
Kertas yang dipakai sebagai pengamanan memiliki nomor seri

pengaman yang letaknya diatur secara tersendiri dan hanya

diketahui oleh pihak-pihak tertentu. Penggunaan kertas ini harus

berurutan sesuai dengan nomor serinya sehingga memudahkan

pelacakan.

menggunakan tinta warna merah;
b. Naskah dinas Rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan

tinta warna merah;
c. Naskah dinas Terbatas diberikan kode 1" dengan menggunakan

tinta hitam; dan
d. Naskah dinas Biasa/Terbuka diberikan kode '9' dengan

menggunakan tinta hitam.
Sedangkan terhadap naskah dinas dengan media rekam elektronik

yang memilikiklasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia dan terbatas
dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan
teknologi.

dengan'SR'a. Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode

C.Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan KlasifikasiKeamanan dan
Akses
1. Pemberian KodeDerajat KlasifikasiKeamanan dan Akses

Perlakuan naskah dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses,
pada naskah dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat
pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas naskah dinas serta
penggunaan amplop rangkap dua untuk naskah dinas yang sangat
rahasia dan rahasia. Untuk kode derajat klasifikasi:

-87-



BABV ...

Gambar 3. Watermarks

Adalah gambar dikenali atau pola pada kertas yang muncul lebih

terang atau lebih gelap dari sekitar kertas yang harus dilihat dengan

cahaya dari beZakangkertas, karena variasi kerapatan kertas.

c. Embossmerupakan tulisan atau cetakan timbul.

3. Pembuatan dan Nomor Seri Pengaman dan Pencetakan

Naskah Dinas yang Bersifat Rahasia Pembuatan dan pengawasan

nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan naskah dinas

dilakukan oleh unit kerja yang secara fungsional mempunyai tugas dan

fungsi berkaitan dengan ketatausahaan.

Pembuatan nomor seri pengaman dan pencetakan pengamanan

dikoordinasikan dengan lembaga teknis terkait. Untuk penomoran surat

yang membutuhkan pengamanan tinggi, diperlukan penulisan kode

khusus yang tidak mudah untuk diingat.

4. Pengamanan Naskah Dinas Elektronik

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik,

Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis harus memuat fitur

pengamanan Naskah Dinas sebagaimana tertuang pada point A sampai

dengan point C.

b. Watermarks
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15.Berita ...

Pimplnan Pimpinan Pimpinan Pengawasl
No. Jenis Naskah Dinas llnggl Utamal linggl Stat linggi Administrator! Sub Pelaksana

Plmpinan Madya Ahli Pratama Koordlnator koordinator Umum
Lembaga

1. Peraturan "2. Keputusan V "3. Instruksi V "4. Standar Operasional ..J ..J ..JProsedur AP

5. Sural Edaran " ..J "6. Surat Perintah " " " "7. Surat Dinas " ~ v V

8. Nota Dinas V " " V

9. Disposisi " ~ " "10. Sural Undangan " ..J " " "internal

11. Sural Undangan " -" " V
Eksernal

12. Kerjasama dalam
negeri

a. Kesepahaman "Bersama

b. Perjanjian V " "Kerjasama

13. Kerjasama luar negeri V

14. Surat Kuasa " ..J " "

korespondensi kepada pejabat kepalajpimpinan dilaksanakan sebagai
berikut.

a) Sekretaris jenderal dapat memperolehpelimpahan kewenangandan
penandatanganan surat dinas tentang supervisi, arahan mengenai
rencana strategis dan operasional

b) Susunan dan bentuk kewenangan penandatanganan dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:

penandatanganandanwewenang3. Penyerahanjpelimpahan

A.KewenanganPenandatanganan

1. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat dinas
antar jkeluar Wantannas yang bersifat kebijakanjkeputusanj arahan
berada pada pejabat pimpinan tertinggi instansi pemerintah.

2. Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani surat yang
tidak bersifat kebijakanjkeputusanj arahan dapat
diserahkanj dilimpahkan kepada pimpinan organisasi di setiap tingkat
eselon atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk
menandatanganinya.

BABV

PEJABAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS
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2. Untuk ...

a.n. Sekretaris Jendral
Kepala Biro Perencanaan,
Organisasi dan Tata Laksana,

(tanda tangan)

Shopian
Marsma TNI

Contoh 2:

NIP 19510827 197603 1001

(tanda tangan)

a.n. Menteri Keuangan
Sekretaris Jenderal,

Mulia P. Nasution

menggunakan empat cara, yaitu:

1. Atas Nama (a.n)

Atas nama yang disingkat (a.n.) digunakan jika pejabat yang

menandatangani surat dinas telah diberi kuasa oleh pejabat yang

bertanggung jawab, berdasarkan bidang tugas dan tanggung jawab

pejabat yang bersangkutan. Tanggung jawab tetap berada pada pejabat

yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan

wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang

melimpahkan wewenang. Susunan penandatanganan atas nama (a.n.)

pejabat lain yaitu namajabatan pejabat yang berwenang ditulis lengkap

dengan huruf kapital pada setiap awal kata, didahului dengan

singkatan a.n.

Contoh 1:

dengandilaksanakandapatmandatwewenang

B.Penandatanganan

Penggunaan

15. Berita Acara ...J ...J ...J ...J

16. Surat Keterangan " " " " ...J "17. Surat Pengantar ...J " "18. Pengumuman Ekstern "19. Pengumuman Intern " ...J ...J

20. Laporan " " ...J " ...J ...J

21. Telaahan Staf " " " " ...J ...J

22. Notula " " ...J
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C. Plh ...

4. Pelaksana Harian (Plh)

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian, yang disingkat (Plh),

adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana harian (Plh) dilakukan oleh pejabat yang mendapat
pelimpahan wewenang dari atasan pejabat definitif yang
berhalangan semen tara.

b. Pelimpahan wewenang bersifat semen tara, sampai dengan pejabat
yang definitif kembali di tempat.

(Tanda Tangan)

PIt Kepaia Biro ,

Nama Lengkap

3. PelaksanaTugas (PIt)

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas, yang disingkat (PIt),

adalah sebagai berikut:

a. Pelaksana tugas (PIt) dilakukan oleh pejabat yang mendapat

pelimpahan wewenang dari atasan pejabat definitif yang

berhalangan tetap.

b. Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat

yang definitif ditetapkan.

c. PIt bertanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatanganinya.

Contoh Format Pelaksana Tugas:

a.n Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional
Kepala Biro ....

u.b

Kepala Bagian .....

2. Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau yang disingkat (u.b.) dapat dilakukan dalam hal pejabat

yang diberi kuasa memberi kuasa lagi kepada pejabat satu tingkat di

bawahnya, sehingga untuk beliau (u.b.) digunakan setelah atas nama

(a.n.). Pelimpahan wewenang ini harus mengikuti urutan hanya sampai

dua tingkat struktural di bawahnya. Materi yang ditangani merupakan

tugas dan tanggung jawabnya, dapat dipergunakan oleh pejabat yang

ditunjuk sebagai pejabat pengganti (pelaksana tugas atau pelaksana

harian), tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang memberi

kuasa.

Contoh Format Untuk Beliau:
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BAB VI ...

yangdinas

Plh Kepala Biro ,

(Tanda Tangan)

Nama Lengkap

Contoh Format Pelaksana Harlan:

c. Plh mempertanggungjawabkan naskah

ditandatanganinya kepada pejabat definitif.
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c. Pengarahan ...

A. Naskah Dinas Masuk
1. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari

orang/Iembaga lain. Prinsip penanganan naskah dinas masuk:
a. Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di unit kearsipan.
b. Penerimaan naskah dinas dianggap sah apabila diterima oleh

petugas atau pihak yang berhak menerima di unit kearsipan.
c. Naskah dinas masuk yang disarnpaikan langsung kepada

pejabat atau staf unit pengolah harus diregistrasikan di unit
kearsipan.

2. Pengendalian naskah dinas masuk pada media rekam kertas

dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Penerimaan

Naskah dinas masuk yang diterima dalarn sampul tertutup
dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi kearnanan:
sangat rahasia (SR),rahasia (R),terbatas (T),biasa (B).

b. Pencatatan
1) Naskah dinas masuk yang diterima dari petugas penerimaan

yang telah dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi

keamanan.
2) Sarana pengendalian naskah dinas adalah dengan Buku

AgendaNaskah Dinas Masuk.
3) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi

naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas.
Registrasi naskah dinas meliputi:

a) Nomorurut.
b) Tanggalpenerimaan.
c) Tanggaldan nomor naskah dinas.
d) Asal naskah dinas.

e) lsi ringkas naskah dinas.

f] Unit kerja yang dituju.

g) Keterangan.

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan
dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus diikuti dengan
tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut:

BABVI
PENGENDALIANNASKAHDINAS
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d. Penyampaian ...

c. Pengarahan
1) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori sangat

rahasia, rahasia, dan terbatas disampaikan langsung kepada
unit pengolahyang dituju.

2) Pengarahan naskah dinas masuk dengan kategori
biasaj terbuka dilakukan dengan membuka, membaca dan
memahami keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk
mengetahui unit pengolah yang akan menindaklanjuti
naskah dinas tersebut.

d. Penyampaian
1) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit pengolah

sesuai dengan arahan dengan bukti penyampaian naskah
dinas.

2) Bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi
tentang:

a) Nomorurut pencatatan.
b) Tanggaldan nomor naskah dinas.
c) Asal naskah dinas.

d) lsi ringkas naskah dinas.
e) Unit kerja yang dituju.
f) Waktu penerimaan.
g) Tandatangan dan nama penerima di unit pengolah.

3) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa:
a) Buku ekspedisi.
b) Lembar tanda terima penyampaian.

3. Pengendalian naskah dinas masuk pada media rekam elektronik

dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
a. Pengendalian naskah dinas masuk dengan media rekam elektronik

menggunakan AplikasiUmumBidangKearsipan Dinamis.
b. Dalam rangka pengendalian naskah dinas masuk, AplikasiUmum

Bidang Kearsipan Dinamis harus memuat fitur pencatatan riwayat,
pengarahan sesuai klasifikasi keamanan, dan penyampaian.

c. Dalam hal terdapat komunikasi kedinasan atau naskah dinas
dengan media rekam elektronik yang diterima dari luar lingkungan

instansi yang ditujukan kepada pejabat tertentu di lingkungan

internal melalui akun media komunikasi dalam jaringan pribadi

atau kedinasan pegawai,harus disampaikan kepada Unit Kearsipan

untuk dilakukan registrasi ke dalam Aplikasi Umum Bidang

Kearsipan Dinamis.
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2) Penggandaan ...

B. Naskah Dinas Ke1uar
1. Naskah dinas keluar adalah semua naskah dinas yang dikirimke

orang/Iernbaga lain. Prinsip pengendalian naskah dinas keluar:
a. Pengiriman naskah dinas keluar dipusatkan dan diregistrasi di unit
kearsipan atau unit lain yang menyelenggarakan fungsi
kesekretariatan termasuk naskah dinas yang dikirimkan langsung
oleh pejabat atau staf unit pengolah.

b. Sebelum diregistrasi harus dilakukan pemeriksaan terhadap
kelengkapan naskah dinas, meliputi:
1) Nomornaskah dinas;

2) Cap dinas;
3) Tandatangan;
4) Alamat yang dituju; dan
5) Lampiran (jikaada).

2. Pengendalian naskah dinas keluar pada media rekam kertas
dilaksanakan me1aluitahapan sebagai berikut:

a. Pencatatan
1) Naskah dinas keluar yang dikirim harus diregistrasi pada

sarana pengendalian naskah dinas keluar.
2) Sarana pengendalian naskah dinas keluar adalah dengan Buku

AgendaNaskah Dinas Keluar.
3) Pengendalian naskah dinas keluar dilakukan dengan registrasi

naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar.
Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar meliputi:

a) Nomorurut.
b) Tanggalpengiriman.
c) Tanggaldan nomor naskah dinas.
d) Tujuan naskah dinas.
e) lsi ringkas naskah dinas.
f) Keterangan.

b. Penggandaan
1) Penggandaan naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak

naskah dinas dengan sarana reproduksi yang tersedia sesuai

dengan kebutuhan.

d. Penyampaian komunikasi kedinasan atau naskah dinas dengan
media rekam elektronik dapat dalam bentuk tangkapan layar
(capturing) atau salinan digital (soft file).
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BABVII ...

2) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas

keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak.

3) Penggandaan naskah dinas keluar yang kategori klasifikasi

keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus

diawasi secara ketat.

c. Pengiriman

1) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengolah

dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat

lengkap dan nomor naskah dinas sesuai dengan kategori

klasifikasi keamanan: Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R),

Terbatas (T),dan Biasa (B).

2) Khusus untuk naskah dinas dengan kategori klasifikasi

keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), dan Terbatas (T)

dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya

mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap

dinas.

3) Untuk mempercepat proses tindak lanjut naskah dinas dapat

dikirimkan secara khusus dengan menambahkan tanda 'u.p'

(untuk perhatian) diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti

dibawah nama jabatan yang dituju.

d. Penyimpanan

1) Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus

didokumentasikan oleh unit pengolah dan unit kearsipan yang

berupa sarana pengendalian naskah dinas dan pertinggal

naskah dinas keluar.

2) Pertinggal naskah dinas keluar yang disimpan merupakan

naskah dinas asli yang diparaf oleh pejabat sesuai dengan

jenjang kewenangannya.

3) Penyimpanan pertinggal naskah dinas keluar diberkaskan

menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang

memiliki informasi atau subyek yang sarna.

3. Pengendalian naskah dinas keluar pada media rekam elektronik

dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pengendalian Naskah Dinas keluar dengan media rekam elektronik

menggunakan Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.

b. Dalam rangka pengendalian Naskah Dinas keluar, Aplikasi Umum

Bidang Kearsipan Dinamis harus memuat fitur pencatatan riwayat,

pengiriman dan penyimpanan.
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Tata Naskah Dinas ini ditetapkan sebagai acuan dalam pengelolaan

Naskah Dinas dan guna mewujudkan tertib administrasi di lingkungan

Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

BAB VII

PENUTUP
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